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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 
SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 
huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ث ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ر żal ż zet (dengan titik di atas) 
س ra r er 
ص zai z zet 
ط sin s es 
ػ syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
  
  
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
ٔ wau w we 
ِ ha h ha 
ء hamzah ʼ apostrof 
ٖ ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya 
tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, 
maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 
atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؘا fatḥah a a 
 ؚا kasrah i i 
 ؙ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 
gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ؙٸ fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
ٷ fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َْفَٛك: kaifa 
 َل ْٕ َْ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 
harakatdan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ؘٖ  ... |  ؘ ا  ... fatḥah dan alif atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ٖ kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas 







 َثاي: māta 
َٗيَس: ramā 
 َمْٛ ِل: qīla 
 ُث ْٕ ًَٚ : yamūtu 
4. Tā‟ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ 
marbūṭahyang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan 
ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭahyang 
mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua 
kata itu terpisah, maka tā‟ marbūṭahituditransliterasikan dengan ha 
(h). 
Contoh: 
تَض ْٔ َس  ؙاﻷ ْط ِلاَف : rauḍah al-aṭfāl 
 ِذ ًَ َنا ْنا ُتَُْٚتَهِضاف : al-madīnah al-fāḍilah 
ت ًَ ْكِحَنا: al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan 
Arabdilambangkan dengan sebuahtanda tasydīd (   ّ  ), 
dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 




 َ اُّبَس  : rabbanā 
 َ اُْٛ ّجَ  : najjainā 
 ّكَحَنا : al-ḥaqq 
 َىُّعَ: nu“ima 
 َع ّٔ ُذ : „aduwwun 
Jika huruf ٖ ber-tasydid diakhir sebuah kata dan 
didahuluioleh huruf kasrah ( ّٖ ) maka ia ditransliterasi seperti 
hurufmaddah menjadi ī. 
 
Contoh: 
 ّٗ ِهَع   : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 ّٗ بَشَع : „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkandengan huruf لا (alif lam ma„arifah). Dalam 
pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 
al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُظ ًْ ّشَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
تنَضنّضَنا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 َفَغَْهفَنات  : al-falsafah 
  
  
 َذهبَنا  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) 
hanya berlaku bagi hamzahyang terletak di tengah dan akhir 
kata.Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 
dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ْيأت ٌَ ْٔ ُش  : ta‟murūna 
 ُع ْٕ َُّنا: al-nau„ 
  ء ْٙ َش: syai‟un 
 ُثْس ِّ ُوأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 
adalahkata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam 
bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 
menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 
ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 
diatas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, 
danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
  
  
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  
huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih 
(frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِالله ٍُ ِٚد dīnullāh  ِللِاب billāh 
Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada 
Lafẓ al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ِالله ِت ًَ حس ْٙ ِف ُْىْhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital 
(All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut 
dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan 
pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
dirididahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
hurufkapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 




sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 
yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam 
teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak 
dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, 
makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 
akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta„ālā 
saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
  
  
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup 
saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 
„Imrān/3: 4 
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Pokok masalah penelitian yang dicapai adalah bagaiamana kedudukan 
saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan di Indonesia dan 
bagaiamana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan 
normatif dan pendekatan syar‟i. Penelitian ini tergolong, sumber data 
diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber 
hukum tersier yang diolah dengan identifikasi, reduksi, dan editing dan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkap hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Hukum nasional tidak 
mengenal adanya pembedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, 
bahkan mempersamakan kedudukan saksi laki-laki dan perempuan. Laki-
laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi 
selama memenuhi syarat menjadi seorang saksi. 2) Saksi minimal 
berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki, namun 
apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan 
kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi 
perempuan tersebut mesti dua orang.  
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam sistem peradilan di 
Indonesia seharusnya memperhatikan dalam proses kesaksian di muka 
pengadilan sebab psikologis sangat mempengaruhi keterangan kesaksian. 
2) Kesaksian perempuan sebaiknya kedudukannya berbeda dengan 
kesaksian laki-laki yakni 1 orang laki laki berbanding 2 orang perempuan 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pada dasarnya sifat atau 
karakakter perempuan yang walaupun perempuan pada zaman sekarang 
sudah dapat menyamai hakikat laki laki mulai dari mencari nafkah 
bahkan dalam bidang politik tapi perempuan mempuyai kecenderungan 
mudah tertekan, merasa belas kasihan, bahkan menutup mata ketika 
melihat kejadian maka diperlukan 1 orang perempuan lagi untuk 








A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Sebagai Negara hukum, 
Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama 
dalam hukumyaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.2 
Hukum berlaku bukan saja karena ia memiliki otoritas untuk 
mengatur dengan sanksi yang tegas, melainkan karena ia diterimah dan 
dibutuhkan dalam masyarakat. Hukum dilaksanakan tidak semata karena 
pemaksaan dari luar (yang disimbolkan dengan aparat penegak hukum), 
tapi muncul sebagai dorongan keharusan dari dalam.
3
 
Dalam sektor pembentukan hukum, seringkali kita menemui suatu 
substansi aturan hukum baik berupa undang-undang, peraturan 
pemerintah, perpres, hingga perda yang tidak mencerminkan aspirasi 
rakyat, bahkan justru secara substantif dirasa merugikan kepentingan 
rakyat. Demikian juga dalam sektor penegakan hukum, sudah tak 
                                                             
1
Pasal 1 (3) UUD 1945 Hasil Amandemen ke-3 
2
Pasal 27 (1) UUD 1945 
3
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah  (Cet. I; 
Surakarta: UM Press, 2002), h.185 dan 188. 
  
  
terhitung putusan pengadilan yang justru dinilai banyak kalangan justru 
mencederai rasa keadilan masyarakat. 
Dinamika kehidupan sosial masyarakat senantiasa 
menjadi pemicu terhadap berubahnya berbagai institusi, 
termasuk institusi hukum dan segala yang 
melingkupinya. Pandangan bahwa hubungan hukum 
sebagai salah satu institusi sosial yang menjanjikan 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum jelas akan 
bertumpu pada pertukaran antara dinamika masyarakat 




Istilah peradilan di Indonesia sebagai wadah untuk 
para pencari keadilan demi mendapatkan kepastian hukum terhadap 
perkara yang dialaminya. Di negara Indonesia ini ada empat peradilan 
yang dikenal seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan 
tata usaha negara dan pengadilan militer yang masing-masing fungsinya 
sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan terhadap problematikan 
yang ada pada masyarakat agar terhindar dari tindakan kesewenang–
wenangan seperti hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak–tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah 
kebenaran yang selengkap–lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
                                                             
4
Marwan  Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.87. 
  
  
suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dalam 
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu 




Dalam proses berperkara di pengadilan ada prosedur–prosedur 
yang telah disepakati bersama baik yang tertera dalam KUHAP, 
KUHAPerdata dan lain–lain, secara universal kita mengenal prosedur 
berperkara di pengadilan mulai dari pelaporan sampai putusan 
pengadilan dan bahkan masih ada upaya hukum Lain yang dapat 
ditempuh seperti banding, kasasi maupun PK. 
Dalam setiap peradilan yang ada khususnya di Indonesia adalah 
pembuktian, dalam hal ini maka para penegak hukum akan berupaya 
semaksimal mungkin mengumpulkan alat bukti dari pemohon maupun 
termohon agar kebenaran materil dapat tercapai. Pembuktian merupakan 
penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam yang  
memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran 
peristiwa yang dikemukakan.
6
Pembuktian dalam hukum Islam 
merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan 
esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang 
mendekati kesempurnaan. Dalam hukum islam, pembuktian disebut 
dengan al-bayyinah, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala 
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sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar). 
Secara terminologi al-bayyinah adalah pembuktian suatu perkara dengan 
mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang 
meyakinkan. 
Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah yang 
berarti kesaksian. Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai bayyinah dengan 
segala yang dapat menjelaskan perkara.  Al-bayyinah adalah sebagai 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) 
di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai 
indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk 
mengembalikan haq kepada pemiliknya. Al-Qur‟an menyebut 
pembuktian tidak hanya semata–mata dalam arti dua orang saksi akan 
tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri–
sendiri maupun komulasi. Saksi dalam menggunakan lafal syahidah 
adalah sebagai bentuk li al-mubalagah yakni seorang saksi tersebut 
memberikan kesaksian secara maksimal dan ia benar-benar dikenal 
sebagai orang baik serta dikenal pila konsisten dan kuat dalam beragama, 
bahkan dikenal pula sebagai orang yang adil sehingga sifat adil ini saksi 
dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak 
kepada salah satu yang berperkara. 
Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus  
dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang 




Di dalam pembuktian adanya sesuatu peristiwa atau adanya 
sesuatu hak pertama–tama digunakan bukti tulisan. Apabila bukti tulisan 
tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti saksi, apabila bukti 
saksi tidak cukup maka digunakan bukti prasangkaan, jika bukti tusilan 
ditambah bukti saksi dan bukti prasangkaan juga belum cukup, maka 
ditambah lagi dengan bukti pengakuan. Jikalau dengan bukti–bukti 
tersebut belum mencukupi maka ditambah lagi dengan bukti sumpah. 
Masalah kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia 
tidak begitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan 
tetapi hanya diatur mengenai teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh 
menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi tidak diatur secara spesifik 
mengenai bagaimana hukum kesaksian perempuan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia 
kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan sama dan tidak ada 
perbedaan antara keduanya. 
Hal ini dilihat dalam sejarah hukum di Indonesia yang dulu 
merupakan warisan dari bangsa yang telah menjajah Indonesia selama 
yaitu bangsa Belanda. Selain menjajah dari segi ekonomi, sosial, politik, 
bangsa Belanda juga menanamkan hukum Belanda di Indonesia sehingga 
dapat dikatakan sebagian besar kitab hukum Indonesia mengadopsi 
hukum dari Belanda walaupun tidak semuanya karena ada karena ada 
yang sudah direvisi.  
Gender menjadi agenda penting dari semua pihak, karena realitas 
perbedaan gender yang berimplikasi pada perbedaan status, peran, dan 
  
  
tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan seringkali menimbulkan 
ketidakadilan gender. Ketidakadilan terjadi diberbagai bidang kehidupan, 
baik dalam wilayah domistik maupun publik, dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, keamanaan, ekonomi, politik, bahkan dalam kesaksian. 
Problem ketidakadilan gender dalam banyak kasus menjadi isi yang 
sangat sensitif dan tidak mudah dipecahkan, terutama ketika terkait 
dengan doktrin agama. 
Seharusnya kesaksian perempuan tidak dibedakan dengan 
kesaksian laki-laki, karena perempuan zaman sekarang tidak kalah 
dengan laki-laki baik secara pemikiran maupun keahlian. Pra masuknya 
Islam menjadikan kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki 
justru malah meninggikan derajat perempuan dari yang tidak dihargai 
menjadi dihargai dan dijunjung tinggi walaupun dalam hal kesaksian dua 
orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Adapun dalam 
hukum positif  di Indonesia hak seorang perempuan sama dengan hak 
laki-laki tanpa ada perbedaan nilai dan bobot keabsahan. 
Dalam hukum Islam suatu kesaksian berdasarkan nilai kesaksian 
laki-laki dan perempuan sebagimana diatur pada surah al-Baqarah ayat 
282 bahwa kesaksian itu minimal diberikan oleh dua orang laki-laki. 
Namun apabila pada saat-saat tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, 
sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian 
tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya 
dengan dua orang perempuan. 
  
  
Didalam perkara pidana setiap saksi harus dianggap cakap dan 
dapat dipaksakan karena merupakan kewajiban hukum, apabila saksi 
menolak untuk menolak bersaksi maka saksi tersebut bisa dibawa dengan 
paksa ke persidangan. Berbeda dengan prinsip menjadi saksi dalam 
perkara perdata bukan merupakan kewajiban hukum bersifat imperatif 
hanya sebatas pada keadaan tertentu yang digariskan Pasal 139 ayat (1) 
dan Pasal 143 HIR yaitu dalam hal saksi tidak relevan meneguhkan dalil 
atau bantahan, yang kedua karena saksi berdomisili di luar wilayah 
hukum PN yang memeriksa. 
Menurut kalangan Hanafiyah jumlah saksi dengan kriteria minimal 
saksi terdiri dari dua orang laki-laki dewasa, tetapi apabila tidak ada dua 
orang laki-laki maka dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan yang berkaitan dengan saksi adanya akad nikah, talak atau 
rujuk serta termasuk semua kasus, kecuali terkait dengan kasus hudud 
dan qisas. Mazhab Syafi‟i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. 
Saksi akad nikah, talak dan rujuk menurut kedua mazhab ini hanya dapat 
disaksikan minimal oleh dua orang saksi laki-laki dan tidak diterima 
saksi dari jenis kelamin perempuan.
7
 
Keraguan tentang pandangan Islam terhadap wanita Islam dalam 
perkara pidana disebabkan karena wanita kemungkinan ia akan 
memejamkan mata lalu menjerit dan menangis bahkan jatuh pingsan 
ketika melihat kejadian. Selain itu cepat lupa dan mudah terpengaruh, 
                                                             
7
Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Juz II (Surabaya: al-Hidayah, 
tth), h. 384; dikutip dalam Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian (Cet. I; Malang: 
Setara Press, 2015), h. 3.  
  
  
lemah ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian sehingga dapat 




Setiap perkara-perkara memerlukan kesaksian sebagai alat bukti 
untuk menyakinkan majelis hakim apakah seorang tersebut bersalah atau 
tidak bersalah baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum 
ketatanegaraan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk 
mengangkat judul ini mengenai, KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN 
DALAM SISTEM PERADILAN (STUDI PERBANDINGAN HUKUM 
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
memandang pokok masalah tersebut yaitu bagaimana tinjauan yuridis 
terhadap keberadaan saksi perempuan dalam sistem peradilan di 
Indonesia dan ditinjau perspektif hukum Islam?. Adapun dirumuskan sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian 
sistem peradilan di Indonesia? 
2. Bagaimana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam? 
C. Pengertian Judul 
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Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam 
mendefenisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan 
beberapa pengertian variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan 
judul. Adapun variable yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Kedudukan adalah hal yang sebenarnya.
9
 
2. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk 
mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat 




3. Perempuan adalah jenis sebagian lawan laki-laki; wanita.
11
 
4. Sistem adalah kelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang 
bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud; 
sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan 
sebagainya yang disusun dan di atur baik-baik; cara, metode yang 
teratur untuk melakukan sesuatu.
12
 
5. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.
13
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7. Hukum nasioanal adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu 
Negara yang terdiri atas prinsip serta peraturan yang harus ditaati 
oleh masyarakat pada suatu Negara. 
8. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan 
dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa 
interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).
15
 
Adapun operasional, pengertian yang dimaksud dalam skripsi ini 
ialah kedudukan saksi perempuan dalam sistem peradilan (Studi 
Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam). 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan 
acuan dasar, antara lain: 
1. Abdul Manan, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata 
di Lingkungan Peradilan Agama menyatakan bahwa pada 
dasarnya pembuktiab dengan saksi baru diperlukan apabila bukti 
dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk 
mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang menjadi dasar 
pendiriannya para pihak masing-masing.
16
 Menjadi saksi 
merupakan suatu kewajiban hukum yang bersifat memaksa dalam 
perkara pidana selama saksi tersebut cakap namun dalam hukum 
perdata saksi boleh menolak dalam kesaksian. 
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2. Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian 
mengatakan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk 
barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dan 
pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan 
bukti memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti 
tersebut di siding pengadilan.
17
Dalam buku membahas semua 
mengenai teori-teori pembuktian dan alat-alat bukti termasuk dan 
tidak perfokus pada saksi perempuan. 
3. Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, dalam bukunya Konsep 
Kesaksian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam 
mengatakan bahwa kesaksian yang dilakukan oleh minimal terdiri 
dua orang laki-laki dewasa dan tanpa adanya kesaksian dari jenis 
kelamin perempuan.
18
 Buku tersebut membahas secara pesifik 
mengenai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam peradilan 
agama namun tidak menjelaskan mengenai kesaksian perempuan 
berdasarkan hukum positif. 
4. Muhammad Muh Abduh, dalam bukunya Kesaksian Perempuan 
dalam al-Qur‟an mengatakan bahwa agama merupakan kekuatan 
budaya yang kukuh dalam upaya pembentukan kesadaran sosial 
sekaligus determinan atas berbagai tradisi termasuk kedudukan 
seorang wanita ditentukan oleh agama.
19
 Berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan yang melihat saksi perempuan 
berdasarkan tinjauan yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia. 
E.  Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam 
taraf keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah 
dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis 
untuk untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan 
kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia alam dan dunia 
sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena 
secara mendalam 
alam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah 
ketika seseorang mengamati fenomena seca ra mendalam dan 
mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari 
data tersebut.
20
 Metodologi merupakan sistem panduan untuk 
memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, 
tugas, metode, tekhnik dan alat. Dengan demikian, Metodologi 
penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 
digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (doktrinal) yang dalam penelitian hukum 
                                                             
20
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif  (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 8. 
  
  
disebut dengan istilah penelitian normatif, yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya aturan perundang-undangan, 
buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 
kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan 
objek kajian.  
2. Pendekatan Penelitian 
a. Pendekatan normatif,  
Pendekatan normatif adalah berupaya mengkaji hukum yang 
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 




b. Pendekatan syar‟i  
Pendekatan syar‟i adalah pendekatan yang menggunakan ilmu 
syariah terkhusus fiqh islam yang terkait dengan kedudukan saksi 
perempuan dalam sistem peradilan islam yang dapat dijadikan 
sebagai acuan pembahasan  
3. Sumber Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan model tunggal yang 
dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.
22
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a. Sumber hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 
mengikat. Misalnya Al-Qur‟an, Hadist, UUD 1945, UU, peraturan 
pemerintahan, pancasila, yurispredensi dan lainnya. 
b. Sumber hukum sekunder merupakan penjelas mengenai bahan 
hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil 
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 
c. Sumber hukum tersier merupakan dokumen data yang memberikan 
tentang hukum primer dan sekunder. Misalnya kamu bahasa hukum, 
ensiklopedia, dll. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses 
mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan 
sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan 
data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data 
sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang 
relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan 
fakta terkait dengan saksi perempuan dalam hukum nasional dan 
hukum Islam. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang 
relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan 
skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para 
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pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu 
masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan 
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok 
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data 
yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang 
didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan 
dan memecahkan masalah berdasarkan data yang 
diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari 
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 
apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari 
literatur bacaan. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
  
  
a. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian perempuan  dalam 
pembuktian sistem peradilan di Indonesia. 
b. Untuk mengetahui kesaksian perempuan dalam perspektif hukum 
Islam. 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis  penulisan skripsi ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 
umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan 
dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai 
berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam 
dan hukum nasional, mengenai saksi perempuan dalam peradilan. 
b. Kegunaan Praktis 
1)    Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang saksi 
perempuan. 
2)  Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang 
terkait dalam menangani masalah menurut hukum Islam dan 
hukum nasional. 
3) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi 









A. Perempuan dalam Perspektif Islam. 
1. Pengertian dan hakikat perempuan. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perempuan (wanita) 
diartikan sebagai perempuan dewasa,
23
 yakni orang yang mempuyai puki 
(kemaluan perempuan), dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak. 
Tampak pengertian ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan.
24
 
Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi 
Abdullah yaitu makhluk Allah swt. Yang mulia, pasangan lelaki, yang 
dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, 
serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran 
yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.
25
 
Konsep tentang asal kejadian perempuan merupakan isi yang 
sangat penting dan mendasar dibicarakan, baik ditinjau secara filosofi 
maupun teologis, karena konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan laki-laki 
dan perempuan berakar dari konsep penciptaan ini.
26
  
Manusia laki-laki dan perempuan itu asalnya dari nafs, 
perkembangan manusia sampai saat ini asalnya dari Dia yakni hakekat 
kemanusiaan laki-laki dan perempuan adalah sama, laki-laki dikarunia 
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pikiran dan hati demikian juga wanita. Tidak ada keterangan satupun 
yang menyatakan bahwa perempuan berjiwa separuh laki-laki.
27
 
Pengertian nafs dari bahasa berasal dari kata naffasa-yunaffisu 
yang berarti bernafas. Selain itu sering didapatkan dalam kitab-kitab 
syariah Islam yang bermakna ruh, jiwa, batin, atau biasa di artikan 
dalam kehidupan sehari-hari yang berarti diri sendiri. 
Awal dapat pula dilihat dari segi penamaannya dalam bahasa 
Arab yang seringkali disinonimkan dengan term al-unsa, al-nisa, 
imra‟ah. Term al-unsa bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari 
kata al-zakara yang berarti kuat. Perempuan disebut unsa oleh karena 
pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, term al-
nisa sama dengan kata niswah yang asal katanya adalah nasiya yang 
berarti “lupa”, dan dapat pula berarti “menghibur”. Perempuan disebut 
al-nisa karena pada meraka pelupa, dan dikatakan niswah oleh karena 
mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Penggunaan 
term al-nisa atau niswah merujuk pada kaum perempuan secara umum, 
termasuk yang berstatus isteri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan 
term imra‟ah berasal dari kata mir‟ah yang artinya cermin. Ini berarti 
bahwa perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias 
diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya term imra‟ah tersebut 
lebih cocok digunakan untuk menyebut wanita gadis, wanitah mudah 
yang bersuami, dan janda karena mereka inilah yang lebih suka 
menghias diri. Berkenaan dengan ini, ditemukan adegium yang 
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menyatakan bahwa: perempuan ingin melihat dengan kedua matanya, 
tetapi terkadang dia menutup keduanya untuk memberi kesempatan 
orang untuk melihatnya. 
Tidak sepenuhnya hakikat perempuan adalah sebagaiamana yang 
telah dikemukakan karena kenyataannya ada pula laki-laki yang lembek 
kulitnya, bahkan lebih halus dari perempuan, bahkan banyak laki-laki 
yang pelupa, dan pandai berhias diri. Namun untuk lebih memahami 
perbedaan sekaligus persamaan antara keduanya dapat dilihat beberapa 
segmen berikut: 
Wanita dan lelaki sama-sama ingin bahagia, namun kebahagiaan 
di sisi lelaki adalah suksesnya dalam pekerjaan, sementara bagi 
wanita adalah suskesnya bersama lelaki. 
Wanita dan lelaki dengan lidahnya pandai dalam berbicara, namun 
lidah lelaki bagaikan pisau, sedang lidah wanita bagaikan pedang. 
Wanita dan lelaki yang sudah berkeluarga masing-masing 
menginginkan anak (keturunan). Wanita menginginkan yang 
menyerupai kekasihnya, sedang lelaki menginginkan anak yang 
serupa dengannya (bukan yang serupa isterinya), karena lelaki 
ingin mengulangi wujudnya, sementara perempuan ingin 
mengulangi kekasihnya.  
Wanita dan lelaki ingin menikah, namun lelaki memandang 
pernikahan sebagai stasiun pilihan, selanjutnya dia akan 
melanjutkan perjalanannya, sementara wanita menganggap 
pernikahan sebagai stasiun terakhir dalam perjalanan hidupnya. 
Dengan demikian, ketika wanita menikah untuk kedua kalinya, itu 
karena dia membenci suaminya yang pertama, sedang ketika 
seoarang lelaki menikah untuk kedua kalinya, itu karena dia 
mencintai isteri pertama dan keduanya. 
 Dapat dirumuskan bahwa wanita diciptakan Allah untuk 
mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah 
yang paling baik. Lelaki tanpa didampingi wanita bagaikan perahu tanpa 
sungai, malam tanpa bulan. Tanpa wanita bayi tak akan lahir, dan yang 
lahir pun tidak merasakan kasih sayang. 
  
  
 Dalam bidang keberanian pria lebih unggul dibanding wanita. 
Pembuktian secara objektif pun boleh dilakukan. Misalnya dalam 
peristiwa pembunuhan atau perisitwa kecelakaan. Mengapa wanita lebih 
tabah? Mengapa pula wanita sering takut atau jijik menyaksikan 
peristiwa kekerasan, darah, atau perang. Begitu pula dalam dunia politik, 
wanita tidak melebihi catatan prestasi pria.
28
 
 Tidak dapat disangkal bahwa wanita memiliki nilai lebih 
dibandingkan lelaki Allah swt telah menganugrahkan kelebihan-
kelebihan kepada wanita berkaitan dengan status kewanitaannya yang 
membedakannya dengan lelaki. Ciri khas wanita yang dapat hamil, 
melahirkan, meyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam 
mendidik anak merupakan kelebihan wanita.
29
 
Masa kehamilan bagi perempuan bukanlah masa yang ringan, 
tetapi masa yang melelahkan bagi kaum ibu. Dalam al-Qur‟an 
digambarkan bahwa masa kehamilan itu masa yang melelahkan yang 
bertambah-tambah “hamalathu ummuhu „ala wahnin”. 
Masa melahirkan merupakan peristiwa yang mempertaruhkan 
nyawa antara keselamatan ibu atau keselamatan bayi. Meskipun peristiwa 
melahirkan ini dapat dikatakan alamiah dalam arti tanpa perlu dipelajari 
oleh wanita, tetapi hal itu merupakan kelebihan wanita dibanding lelaki 
karena akan mentransfer kedekatan antara jiwanya dengan jiwa si anak. 
Masa-masa selanjutnya seperti menyusui dan mendidik anak adalah masa 
yang tidak mudah dilalui dan dilakukan. Naluri keibuanlah yang 
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mendasari adanya kesungguhan seorang ibu untuk mempertahankan dan 
mendidik generasinya. 
Peristiwa-peristiwa tersebut yang menjadi latar belakang sehingga 
Allah swt. Mengutamakan pengabdian seorang anak kepada ibunya 
dibanding kepada bapaknya. Dengan demikian, sangat ironis dan 
menyedihkan bila kaum lelaki melecehkan hakikat wanita.  
 
2. Proses penciptaan dan hak-hak perempuan. 
Dalam perspektif Islam, dikenal empat macam cara penciptaan 
manusia: (1) diciptakan dari tanah, yakni penciptaan Nabi Adam as; (2) 
diciptakan dari (tulang rusuk) Adam as, yakni penciptaan Hawa; (3) 
diciptakan melalui ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, yakni 
penciptaan Nabi Isa as; (4) diciptakan melalui kehamilan dengan adanya 
ayah dan ibu, yakni proses penciptaan manusia selain Nabi Adam as dan 
Nabi Isa as. 
Dari sekian banyak ayat al-Qur‟an tentang penciptaan manusia 
itu, dan yang sering dijadikan wacana kontroversial dalam memahami 
penciptaan wanita dalam QS al-Nisā‟/4: 1. 
                        
                              
        
Terjemahan:  
“bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kaum dari 
diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
daripada keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
  
  
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, 
dan (peliiharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu”.30 
Ayat tersebut, tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci 
mekanisme penciptaan Hawa atau kaum wanita, karena secara umum 
dipahami bahwa melalui ayat tersebut bahwa asal kejadian manusia 
adalah dari nafs wahidah. Dalam Tafsir Ibn Katsir dikatakan bahwa 
“nafs” itu ditafsirkan sebagai “Adam”. Dan daripada Adam itu Allah 
menciptakan Hawa yang diciptakan dari hilang rusuk kirinya aau tulung 
rusuk paling pendek. Ibn Katsir misalnya sebagai salah seorang mafasir 
yang lahir pada zaman klasik mengatakan: “kata nafs wahidah yaitu 
adam alaih as-salam, dan maksud Allah menciptakan “dari padanya” 
isterinya yaitu Hawa yang diciptakannya dari tulang rusuk kiri Adam, 
dari bagian belakannya ketika Adam sementara tidur. Maka bangunlah 
(Adam) lalu dilihatnya Hawa dan membuat takjub, lalu Adam senang 
kepada Hawa dan Hawa pun senang kepada Adam.” 
Pandangan Ibn Katsir didasarkan pada hadis yang  
artinya:  
Wanita diciptakan dari pria maka dijadikanlah kebutuhannya 
pada pria itu; dan dijadikan pria dari bumi maka dijadikanlah 
kebutuhannya dari bumi itu, maka cegahlah wanita-wanitamu. 
Selain itu didasarkan pula hadis yang artinya: 
Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan 
sesungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah yang paling 
atas. Maka jika kami memaksa untuk meluruskannya maka ia retak dan 
jika kamu membiarkan wanita kamu membiarkannya dalam keadaan 
bengkok. 
Nafsin wahidah pada ayat di atas adalah Adam sebagai bapak 
manusia. Jadi maksud ayat tersebut adalah “bahwa Allah menjadikan 
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manusia berkembang biak dari seorang diri yaitu Adam dari Adam itu 
diciptakannya dari tanah dan Allah menciptakan isterinya Hawa dari 
salah satu tulang rusuk Adam. 
Menurut M. Quraish Shihab, pemahaman mufassir terdahulu pada 
umumnya memahami ayat tersebut seperti pemahaman Ibn Katsir, al-
Zamaksyari, Jalaluddin al-Suyuthi dalam tafsir al-Itqan fi Ulum al-
Qur‟an, al-Qurthuby, al-Baqa‟i, Abu al-Su‟ud, juga memahami seperti 
itu. Berangkat dari penafsiran bahwa nafs adalah Adam dan daripadanya 
diciptakan istrinya yang ditasirkan dengan Hawa, maka para mufassir 
terdahulu itu, menafsirkan bahwa asal kejadian wanita adalah dari lelaki. 
Kitab-kitab tafsir terdahulu, menurut Quraish Shihab hampir sepakat 
memahaminya demikian. Bahkan al-Tabarsi, ulama tafsir bermazhab 
Syiah mengatakan bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan nafs 
dengan Adam. Pemahaman seperti itu didukung oleh hadis yang 
mengatakan “saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada 
perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok”. 
Hadis ini kemudian dipahami ulama terdahulu secara apa adanya 
(harfiah), namun bagi kalangan ulama kontenporer, mereka 
memahaminya secara metafora bahkan ada yang menolak kesahihan 
hadis tersebut.
31
 Bagi kalangan metaforis, hadis ini memperingatkan 
kaum lelaki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena 
ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. 
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Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal, 
dan kemungkinan akan patah. 
Berbeda dengan mufassir terdahulu, beberapa mufassir 
kontenporer seperti Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar dan 
Jamaluddin al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta‟wilnya memberikan 
penafsiran bahwa nafs itu berarti “jenis”. Sedangkan at-Tabatabai 
mengenai surah al-Nisā‟ ayat 1 menegaskan bahwa perempuan (istri 
Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan bahwa 
pendapatnya itu tidak mendukung sama sekali pendapat-pendapat 
mufassir masa lalu yang beranggapan diciptakannya Hawa berasal dari 
tulang rusuk Adam. 
Ide penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak berbeda dengan 
cerita-cerita Israilliyat yang bersumber dari agama samawi sebelumnya, 
Yahudi dan Nasrani. Ada tiga asumsi teologis yang menyebabkan 
munculnya ketidak setaraan laki-laki dan perempuan dalam agama 
samawi tersebut: (1) bahwa ciptaan yang utama adalah laki-laki dan 
bukan perempuan karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang 
rusuk Adam sehingga secara ontologism bersifat derivatif dan sekunder, 
(2) perempuan adalah penyebab utama kejatuhan dan pengusiran 
manusia dari Surga Aden. Karena itu anak perempuan Hawa harus 
dipandang dengan rasa benci, curiga, dan jijik, (3) perempuan tidak 
hanya dari laki-laki, namun juga untuk laki-laki. Sehingga eksistensinya 
bersifat instrumental dan tidak memilki makna yang mendasar. 
  
  
Dalam al-Qur‟an tidak ditemukan satu ayat pun yang mendukung 
pendapat yang menyatakan asal kejadian perempuan dari tulang rusuk 
laki-laki. Namun sebaliknya al-Qur‟an mendukung prinsip-prinsip 
kesamaan dan kesetaraan di hadapan Tuhan dengan menekankan unsur-
unsur persamaan dalam kejadian Adam dan Hawa (perempuan) seperti 
dalam QS al-Isrā/17: 70. 
 
                            
              
 
Terjemahannya: 
“sesungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mncari 
kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang sebaik-baik dan kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk-makhluk yang diciptakan.”32 
Pada ayat lain, QS Ᾱli „Imrān/3: 195 disebutkan bahwa: 
                        
Terjemahannya: 
“Sesungguhnya aku tidak menyia-yiakan amal seseorang yang 
beramal, baik laki-laki maupun perempuan.”
33
 
Kedua ayat secara jelas berusaha mengikis habis perbedaan 
berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam arti kemanusian. Pendapat 
yang menyatakan Adam terdampar dari surga karena Hawa merupakan 
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konspirasi untuk merendahkan martabat perempuan. Ayat-ayat al-Qur‟an 
berusaha meluruskan pendapat yang keliru yang berkaitan dengan asal 
kejadian perempuan yang keliru yang berkaitan dengan asal kejadian 
perempuan. Munculnya penafsiran yang misigonis tidak terlepas dari 
kondisi dan situasi saat itu yang cukup banyak dipengaruhi tradisi 
pemikiran israiliyat yang berasal dari kitab Talmud di mana perempuan 
digambarkan sebagai pembangkang (obstinator) dan penggoda 
(temptator) dan selalu membawa malapetaka. Begitu juga dalam agama 
Kristen masa itu, dan ini digugat kalangan feminis Kristen masa kini 
yang mengidealkan laki-laki. Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan 
Tuhan (Bapak), Yesus Kristus (Tuhan anak laki-laki), dan Maria yang 
melahirkan Yesus hanya dikenal dengan perawan suci.
34
 
Pada QS al-Nisā/4: 1 menarik dicermati dalam ayat yaitu 
penggunaan kata nafs wahidah, di mana dalam kaidah bahasa Arab tidak 
menunjuk kepada laki-laki atau perempuan, tapi bersifat netral, bisa laki-
laki bisa perempuan. Kata zawj masih dalam ayat tersebut, sebenarnya 
tidak merujuk pada arti “istri” karena kata ini dalam kaidah bahasa Arab 
berarti “pasangan”,  jadi bisa laki-laki bisa juga perempuan. Berkenaan 
dengan pemahaman seperti ini maka dapat dipastikan bahwa proses 
penciptaan laki-laki dan wanita adalah serempak dan sama dalam 
subtansinya, sama pula caranya. Bukan nabi Adam as diciptakan dulu 
dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk nabi Adam seperti yang 
dikemukakan oleh hadis karena demikian halnya, maka hadis tersebut 
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perlu penelitian lebih lanjut dan bilamana ada pertentangan antara al-
Qur‟an dan hadis maka al-Qur‟an lah yang lebih kuat untuk 
diperpegangi. 
Berkaitan dengan proses penciptaan perempuan pada dasarnya 
bahwa perempuan dan laki-laki memiliki proses penciptaan yang sama, 
maka pada diri perempuan melekat hak-hak dan peranan yang sangat 
dihargai dalam Islam sebagaimana laki-laki juga demikian. Di antara hak 
dan peranan wanita dalam Islam adalah hak dan peranan wanita sebagai 
pasangan laki-laki, hak persamaan dalam imam, hak persamaan dalam 
pahala, kebersamaan kaum wanita dan laki-laki dalam aktivitas 
keagamaan, sosial, politik, hak memberikan perlindungan kepada para 
tawanan, hak wanita  dalam pendidikan dan pengajaran, hak wanita atas 
harta, hak waris kaum wanita, dan hak untuk mendapat mas kawin.
35
  
3. Kepribadian perempuan. 
Berbicara tentang kepribadian, maka kepribadian itu tidak ada 
kaitannya dengan aspek lahiriah seseorang seperti bentuk tubuh, 
penampilan, dan asesoris lainnya. Kepribadian wanita diliha dari aspek 
pola pikirnya (aqliyah) dan pola sifatnya (nafsiyah).
36
 Kepribadian 
wanita yang menurut Islam adalah pola pikirnya didasarkan pada akidah 
atau keimanan yang tulus hanya kepada Allah mengikat dalam ucapan 
(janji) dan hati sekuat-kuatnya untuk membenarkan eksistensi keesaan 
Allah dalam rububiyah, „ubudiyah, asma‟ dan sifat-Nya serta 
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mewujudkan ikrarnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah 
hanya kepada Allah swt.
37
 
Kadangkala berpikir seseorang bagi yang mengira bahwa asesoris 
merupakan salah satu faktor penunjang kepribadian atau mempengaruhi 
kepribadian. Manusia memiliki keistimewaan disebabkan akalnya dan 
perilaku seseorang adalah menunjukkan tinggi rendahnya akal seseorang. 
Perilaku seseorang di dalam kehidupan tergantung kepada persepinya 
(mafahiin). Jadi dengan sendirinya tingkah lakunya berkaitan erat dengan 
mafahimnya dan tidak bisa dipisahkan. 
Menurut Dadang Hawari ditinjau dari segi produkifitas dan 
kapasitas kerja ada perbedaan antara wanita dan pria karena kondisi 
biologik pria lebih kuat dari pada perempuan, maka dari itu ada beberapa 
pekerjaan tertentu saja yang dapat dikerjakan oleh perempuan, sebab bila 
tidak lama kelamaan dalam proses “conditioning” sifat feminimnya 




Nabi Muhammad saw telah menyampaikan Islam solusi yang 
sempurna untuk mewujudkan kepribadian istimewa yang berbeda dengan 
kepribadian lainnya. Islam memberikan solusi berdasarkan akidah yang 
dijadikan sebagai kaidah berfikir yang di atas akidah tersebut dibangun 
seluruh pemikiran dan bentuk persepsinya. 
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Ketika akidah Islam yang menjadi kaidah berpikirnya maka akan 
melahirkan pola pikir yang berdasarkan akidah dan pola pikir yang 
berbentuk dari akidah yang benar akan melahirkan nafsiyah yang sesuai 
dengan kaidah akidah. Dari pemahaman yang ditransformasi oleh nabi 
Muhammad saw dari kondisi pemahaman akidah yang keliru di zaman 
jahiliyah. 
Ada dua fenomena yang secara fisik tampak pada diri manusia. 
Pertama, fenomena performance (penampilan fisik) manusia seperti 
bentuk tubuh, wajah, dan pakaian. Kedua, fenomena aktivitas dan gerak-
gerik manusia. Karena itu banyak orang salah menilai, ketika hendak 
membentuk kepribadian manusia yang unik. Ada yang menganggap 
bahwa performance manusialah yang mempengaruhi kepribadiannya. 
Jelas merupakan kesimpulan yang berangkat dari pemahaman yang 
dangkal, tanpa didasari analisis ataupun argumentasi yang kuat sebab 
yang membedakan antara manusia satu dengan yang lain adalah 
perbuatannya. Akumulasi perbuatan yang merepresentasikan suluk 
(tingkah laku) itulah yang akan menentukan tinggi rendahnya 
kepribadian seseorang. Sementara suluk seseorang sangat ditentukan oleh 
pemahamahannya. Oleh karena itu, suluk tersebut tentu tidak akan 
terpisah dari maflium (persepsi) seseorang. Persepsi yang benar adalah 
persepsi yang didasarkan pada akidah yang benar. 
Sebelum menguraikan secara spesifik kepribadian wanita menurut 
perspektif Islam, perlu dikemukakan bagaimana Islam memandang 
manusia secara keseluruhan. Hal dimaksudkan untuk memberikan 
  
  
gambaran bagaimana Islam memandang manusia dengan begitu mulia 
dan sekaligus telah mengangkat harkat dan martabatnya dengan tanpa 
membedakan antara pria dan wanita. 
Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan 
Islam terhadap manusia sebagaimana dikemukakan oleh 
Omar al-Toumy yaitu: 
a. Kepercayaan bahwa manusia adalah yang termulia di dalam jagat raya 
ini 
b. Keutamaan lebih diberikan kepada manusia dari makhluk lain 
c. Kepercayaan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir 
d. Kepercayaan bahwa manusia mempuyai tiga dimensi yaitu badan, 
akal, dan ruh 
e. Kepercayaan bahwa manusia dalam pertumbuhannya terpengaruhi 
oleh faktor-faktor warisan dan lingkungan 
f. Kepercayaan bahwa manusia mempuyai kebutuhan dan motivasi 
g. Kepercayaan bahwa ada perbedaan perseorangan di antara manusia 
h. Kepercayaan bahwa manusia mempuyai keluwesan dan selalu 
berubah. 
4. Nilai perempuan dalam pandangan agama. 
Perempuan dalam pandangan berbagai agama ternyata berbeda-
beda dan karena secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam 
semua agama. Dari sisi muncullah doktrin ketidaksetaraan antara laki-
laki dan perempuan. Kaum perempuan tidak cocok memegang kekuasaan 
ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki karena itu dianggap 
  
  
tidak setara dengan laki-laki. Pada akhirnya, laki-laki harus memiliki dan 
mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa 
depannya dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki, ataupun 
suami. Alasannya untuk kepentingannyalah dia harus tunduk kepada 
jenis kelamin yang lebih unggul. 
Keunggulan laki-laki atas perempuan, termasuk pembicaraan 
khusus dalam semua agama. Ajaran agama ternyata sangat dominan 
menentukan berbagai aspek kehidupan. Lebih dari itu, agama merupakan 
kekuatan budaya yang kukuh dalam upaya pembentukan kesadaran sosial 
sekaligus determinan atas berbagai tradisi termasuk kedudukan seorang 
wanita ditentukan oleh agama.
39
 
Jauh sebelum datangnya agama Islam, nilai perempuan dalam 
agama sangat menghinakan. Kaum perempuan dalam pandangan agama 
pada umumnya sebagai kaum yang rendah dan dijadikan sebagai pemuas 
nafsu bagi kaum laki-laki. Kehinaan kaum perempuan, pada dasarnya 
bermula pada ada keyakinan dalam suatu agama bahwa proses 
penciptaan mereka tidak setara dengan laki-laki, kemudian secara 
biologis kaum perempuan memang tiap bulannya kotor (haid), sebab ini 
pulalah sehingga mereka dianggap makhluk yang kotor. 
Mengenai proses penciptaan perempuan dalam agama Islam bahwa 
menurut al-Qur‟an ia tercipta bukanlah berasal dari tulang rusuk nabi 
Adam as kalaupun disinggung dalam hadis bahwa ia berasal dari tulang 
rusuknya, maka hadis tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. 
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Sejalan itu, Rasyid Ridha justru menyatakan bahwa ide hadis ini 
merupakan pandangan agama Kristen dan terdapat dalam kitab perjanjian 
Lama (Kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa: “Ketika Adam tidur 
lelap maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya lalu 
ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari itu, tulang yang 
telah dikeluarkan dari Adam itu dibuat Tuhan seorang perempuan.” Lalu 
menurut Ridha, seandainya tidak tercantum kisah Adam dan Hawa 
seperti redaksi tersebut niscaya pendapat yang menyatakan bahwa wanita 




Kemudian dalam sepanjang sejarahnya, terutama di kalangan 
bangsa Yahudi, perempuan sama sekali tidak diberikan pendidikan dan 
juga tidak turut mempuyai saham di dalam kehidupan bermasyarakat. 
Perempuan dianggap hina sampai ada yang menyebutnya sebagai najis 
yang penuh dengan perbuatan setan.  
Dalam segi lain, kemapanan yang diciptakan dalam hubungan 
antara laki-laki dan perempuan sejak zaman Mesr Kuno, Yunani Kuno, 
Romawi Kuno, Hindu, dan Cina Kuno sampai pada turunannya 
perempuan tidak dianggap sebagai orang yang setara dengan laki-laki 
bahkan haknya pun ditentukan oleh laki-laki. Begitu kuatnya pengaruh 
sehingga sisa-sisa pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Kenyataan 
ini membuat laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan. Sebaliknya, 
perempuan menjadi pihak yang dirugikan bahkan terzalimi. 
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Kemudian Islam datang mengangkat martabat kaum perempuan 
sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, Islam dengan tegas melarang 
praktik pembunuhan anak perempuan karena menurut ajaran agama ini, 
perempuan mempuyai nilai yang sama dengan laki-laki di hadapan 
Tuhan. Tidak seorang pun berhak untuk menghilangkan nyawa seorang 
perempuan termasuk orang tuanya karena alasan malu, atau alasan 
ekonomi, dan alasan lainnya. 
Islam memandang bahwa kaum perempuan harus memiliki posisi 
yang mulia dengan membebaskan mereka dari sistem ketidakadilan. 
Dengan demikian, beberapa seperti masalah perpudakan. 
Banyak cara yang dilakukan Islam agar perbudakan yang 
sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan manusia berlahan-
berlahan hilang. Perubahan sekaligus tidak mungkin dilakukan karena 
perpudakan merupakan sistem yang dianggap sah dan berlaku di berbagai 
belahan bumi pada waktu itu. Cara yang bijaksana adalah dengan 
melakukan pembebasan secara bertahap seperti anjuran memerdekakan 
budak sebagai kifarat bagi beberapa pelanggaran hukum, suami yang 
men-zihar istrinya, dan orang yang tidak menepati sumpah. Pembebasan 
budak juga dilakukan melalui sistem anjuran menikah. Islam memandang 
bahwa menikahi budak mukmin dan mukminah lebih baik daripada 
menikahi orang merdeka tetapi musyrik. 
Contoh lain adalah arahan dari perkawinan poligami menuju 
monogami. Di tengah tradisi yang memperbolehkan kawin tidak terbatas, 
pembatasan istri maksimal empat, termasuk terobosan yang luar biasa. 
  
  
Itu pun disertai catatan bahwa yang paling dekat keadilan adalah 
perkawinan monogami, kemudian akan mampu berbuat adil terhadap 
istri-istrinya meskipun berusaha keras. Dengan demikian, nampaknya 
Islam memandang bahwa keadilan merupakan hal yang paling prinsipil. 
Oleh karena itu, dalam memahami pandangan Islam tentang 
perempuan, perlu interpretasi kontekstual dan tidak hanya mengacu pada 
tekstualnya. Dengan cara seperti ini, maka ketika konsep Islam tentang 
perpudakan ditelusuri akan timbul pemahaman bahwa Islam bertentangan 
dengan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula halnya dengan hukum 
mawaris, jika dilihat angkanya saja yang tampak adalah ketidakadilan. 
Hal yang sama juga terjadi pada poligami. Jika poligami diartikan 
anjuran kawin sampai empat, maka tatanan sosial yang pincang akan 
muncul dengan korban utama wanita dan anak-anak. Sementara itu, 
Islam dengan berbagai ajarannya terutama yang berkaitan dengan sistem 
sosial memiliki maksud dan tujuan pembebasan manusia pada umumnya 
dan kaum perempuan pada khususnya secara bertahap terlepas dari 











A. Kesaksian dalam Hukum Nasional. 
 Saksi dalam kamus besar bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. 
Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa 
atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang dminta hadir pada suatu peristiwa 
untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberi keterangan 
yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang 
yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa dan 
pedakwa. Keempat, saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat 
atau mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi 
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, 
atau dialaminya sendiri. 
 Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, 
melihat, mendengar, merasakan sendiri suatu kejadiandalam perkara perdata maupun 
pidana.  
Keterangan saksi adalah keterangan lisan di atas sumpah yang diberikan di 
muka pengadilan. Dalam buku keempat KUHPerdata perihal pembuktian dan 
daluwarsa, tidak ada definisi mengenai apa yang dimaksud saksi. Pasal 1895 sampai 
1914 KUHPerdata yang mengatur tetntang saksi hanya memberikan ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan saksi. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam 
KUHAP yang memberikan definisi saksi dan definisi keterangan saksi. Menurut Ian 
Dennis ada lima hal yang terkait sahnya suatu keterangan saksi. 
  
  
1. Kualitas pribadi saksi 
2. Hal yang diterangkan saksi 
3. Penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya 
4. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum 
memberikan keterangan di depan pengadilan. 
5. Adanya hubungan antara ini keterangan saksi dengan ini keterangan saksi 
lain atau alat bukti lain.
41
 
Tentang diperbolehkan pembuktian dengan saksi dapat diketahui dalam pasal 
139 HIR (Pasal 1895 KUH Perdata) yang menetukan bahwa pembuktian dengan 
saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh undang-undang 
seperti pada Pasal 21 KUH Dagang (tentang adanya suatu firma), hal ini dapat 




  Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila 
alat pembuktian dengan tertulis dan atau pembuktian dengan tulisan tidak cukup. 
Yang dimaksudkan dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, 
kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah 
sewajarnya didalam pemeriksaan suatu perkara dipersidangan diperlukan keterangan 
dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang 
berperkara.  
  Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang 
diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan 
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jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah sau pihak 
dalam perkara yang di panggil di persidangan.
43
 Dengan demikian keterangan yang 
dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat 
atau dialami sendiri. Seorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu 
memang ada yang sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang 
hanya secara kebetulan saja. 
Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai 
saksi itu harus benar-benar harus keterangan tentang hal-hal atau perisitwa-peristiwa 
yang dilihat atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi 
mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi tidak beralasan 
dan kesimpulannya sendiri adalah tidak diperbolehkan, demikian dapat disimpulkan 
dari keterangan Pasal 171 HIR (Pasal 1907 KUH Perdata) yang berbunyi:  
1. Dalam tiap-tiap menyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. 
2. Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karna kata akal, tidak 
dipandang sebagai penyaksian. 
Dengan demikian itu jelas bahwa saksi tidak begitu saja memberikan 
keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-
alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus memberikan pula alasan-alasan tentang 
keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan atau dialaminya. Juga keterangan saksi itu 
harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan, tidak boleh 
secara tertulis dan diwakili orang lan, demikian hal ini dapat disimpulkan dari 
ketentuan Pasal 140 (1) dan Pasal 148 HIR yang menentukan bahwa jika saksi-saksi 
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yang dipanggil dan tidak datang serta bagi saksi yang datang dipersidangan tidak mau 
memberikan keterangan, maka ia dikenakan saksi. 
Saksi (saksi-saksi) yang dipanggil dimuka sidang pengadilan mempuyai 
kewajiban-kewajiban menurut hukum, yaitu antara lain: 
1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan di 
persidangan Dengan catatan setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut 
hukum (Pasal 139, 140, 141 HIR); 
2. Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. Sumpah 
tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang 
bersumpah dapat diganti dengan mengucap janji (147 dan 148 HIR); 
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR);44 
Kewajiban menurut hukum dimaksudkan karena apabila hal tersebut tidak 
dipenuhi, saksi dapat dikenakan saksi, dan bahkan dapat dipaksa oleh polisi untuk 
menghadap kepersidangan. Tentang saksi-saksi tersebut diatur dalam pasal 140 dan 
141 HIR. 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa kesaksian adalah keterangan pasti yang 
wajib dikemukakan kepada hakim oleh orang lain yang mengetahui dan atau 
mengalami sendiri hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan jalan 
memberitahukan sendiri secara lisan.  
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat 
bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya 
itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
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Saksi yang melihat secara langsung terjadinya suatu tindak pidan sering 
disebut dengan istilah saksi mata atau eyewitness. Saksi mata merupakan bukti yang 
paling penting dalam perkara pidana. Clifford dan davis mengemukakan ada tiga 
tahapan dalam penyidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dalam rangka 
menemukan tersangka. 
1. Nilai keterangan saksi  
Hakim bebas dalam membentuk pendapatnya, termasuk juga dalam 
menggunakan alat-alat pembuktian, antara lain keterangan saksi (saksi-saksi).
46
 
  Keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak 
lagi dapat dipercaya, demikian dapat diambil dari kesimpulan dari pasal 169 HIR 
(pasal 1905 KUH Perdata). Tentang tidak dipercayanya keterangan dari seorang saksi 
tidak hanya didasarkan bahwa biasanya seseorang itu yang dengan sengaja berbicara 
tidak benar, tetapi juga pada pertimbangan bahwa saksi itu manusia, kemampuannya 
terbatas, juga ingatannya, maka didasarkan juga pada kemampuan ingatan manusia 
yang terbatas. Apabila seseorang yang berada dibawah atau diatas kesadarannya, 
akan tidak baiklah hasil pengamatan atau yang dialaminya sendiri. 
  Walaupun hakim diberi kebebasan dalam menilai keterangan saksi, tetapi 
dengan adanya ketentuan pasal 169 HIR (pasal 1905 KUH Perdata) kebebasan 
tersebut dibatasi. Hal tersebut tidak mutlak ditaati, lebih-lebih mengingat kemajuan 
zaman, dalam hal tertentu tidak perlu mengikuti pasal 1905 KUH Perdata, misalnya 
dalam hal jual beli yang didasarkan saling kepercayaan semata-mata, juga dengan 
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mengingat mencari saksi yang dengan cuma-cuma adalah sulit, biasanya disaat 
sekarang saksi meminta bayaran yang mahal. 
  Ketentuan pasal 1905 KUH Perdata mengundang adanya tambahan alat 
bukti lain yang mendukung keterangan saksi.
47
 Dengan demikian, apabila ada alat 
pembuktian lain maka hakim dapat, terhadap keterangan satu orang saksi 
memberikan arti yang lengkap. Jadi apabila persangkaan dan atau sumpah tambahan 
dianggap alat pembuktian, maka keterangan satu saksi ditambah dengan persangkaan 
ataupun sumpah tambahan, sudah memberi arti yang cukup dalam kekuatan 
pembuktian keterangan satu saksi bagi hakim. Dapat dikatakan sebagai berikut, saksi 
+ sangka/saksi+sumpah tambahan adalah cukup untuk menganggap hal yang 
diajukan sebagai sudah terbukti. 
  Walaupun pasal 1905 KUH Perdata melarang hakim dalam member arti 
terhadap keterangan satu saksi, tidak berarti bahwa keterangan tersebut sama sekali 
tidak ada nilainya, tetapi keterangan tersebut dapat menjadi gagasan sebagai bahan 
pandangan hakim dalam menyelesakan perkara dan juga tidak berarti bahwa hakim 
dilarang menarik bukti dari keterangan saksi-saksi yang apabila dari beberapa 
keterangan tersebut menunjukkan suatu fakta yang berhubungan dengan pokok 
persoalan. 
  Hakim dalam menilai alat pembuktian saksi, berdasarkan pasal 1908 KUH 
Perdata (pasal 172 HIR) diharuskan memperhatikan kesamaan atau persesuaian 
antara keterangan para saksi; persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa 
yang diketahui dengan sisi lain perkara; sebab-sebab yang mendorong para saksi 
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mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para 
saksi, dan segala apa yang berhubungan keterangan yang dikemukakan. 
  Ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR sekedar merupakan 
lampu petunjuk bagi hakim dalam melakukan penilaian. Bahkan, hakim sebenarnya 
harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal lain (lebih banyak lagi) yang 
ada sangkut pautnya dengan perkara dengan melihat kasus per kasus.
48
  
  Oleh karena itu, penilainnya diserahkan kepada pandangan hakim (mempuyai 
kekuatan pembuktian yang bebas) terhadap alat pembuktian. Keterangan saksi yang 
tidak diikuti dengan alasan-alasan sampai ia mengetahui hal ini tidak dapa 
dimaksukkan dalam alat pembuktian saksi lengkap. Kesaksian hanyalah merupakan 
pemberitahuan dari orang-orang yang mengetahui peristiwanya dengan mata kepala 
sendiri, maka keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman 
sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksian. 
2. Yang termasuk dalam kesaksian. 
Menurut Pasal 1907 (2) KUH Perdata yang menentukan bahwa pendapat-
pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang didapat dengan jalan pikiran 
bukanlah kesaksian.
49
 Jadi, orang yang memberitahukan kesaksian itu hanya terhadap 
hal-hal yang dapat diterima oleh panca indra dan hal-hal yang dapat diketahui sendiri. 
Kesimpulan atau suatu pendapat pribadi tidak boleh dianggap sebagai keterangan 
saksi. Oleh karena itu, seseorang selaku saksi tidak boleh mengemukakan 
pendapatnya, bahwa si A mabuk, si D mengigau, akan tetapi untuk hal itu dapat 
dikemukakan sebagai bahwa ia melihat si A berjalan sempoyongan, si D berbicara tak 
menentu. 
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Dari keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut, hakim akan menarik 
kesimpullan bahwa si A dalam keadaan mabuk, si D mengigau. Jadi, yang 
dikemukakan saksi itu hanya fakta-fakta yang dapat diterima dengan panca indra dan 
dari fakta-fakta tersebut hakim yang menyimpulkan untuk menentukan jenisnya.  
Saksi juga tidak boleh menggunakan keterangan menurut saya, maksud si A, 
kemauan si B, C marah, atau saya mengetahui, D dalam perbuatannya dalam 
beritikad baik dan sebagainya yang kesemuanya tidak dapat diterima dengan panca 
indra, karena keterangan itu menyangkut perasaan, pemikiran, dan getaran jiwa dari 
seseorang. Disini dimaksud bahwa saksi tidak boleh menerangkan bahwa C marah, 
maksud A mengingkari pelaksanaan prestasi, tetapi dapat dikemukakan bahwa ia 
terperanjat melihat tingkah laku dan sikap C, ia melihat A membayar utangnya 
ditunda-tunda selalu dan selalu memberikan alasan berbelit-belit.
50
 
Sehubungan dengan uraian di atas, keterangan dari saksi yang 
mengemukakan tentang pendapatnya belaka, misalnya saksi ahli? disinilah yang 
merupakan pengecualiannya, dan disini terdapat letak perbedaan antara keterangan 
yang dikemukakan antara saksi dan saksi ahli. Perbedaan itu dapat dikatakan bahwa: 
a. Seseorang (beberapa) saksi dipanggil kemuka pengadilan itu untuk 
mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang dilihat, didengar, dialami sendiri 
guna menjelaskan terjadinya suatu peristiwa, yang berguna sebagai tambahan 
hakim dalam menilai peristiwa tersebut dan keterangan saksi harus secara lisan. 
b. Seseorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan itu untuk 
mengemukakan keterangannya berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa, 
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yang berguna untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa tersebut dan 
keterangan saksi ahli bisa secara lisan maupun tertulis. 
 Satu persoalan lagi yaitu kesaksian dari seseorang yang diperintahkan untuk 
menjelaskan apa yang dimaksud oleh para pihak, misalnya dalam perjanjian, 
dihubungkan dengan ketentuan bahwa kesaksian itu harus mengenai hal-hal yang 
dapat diterima oleh panca indra. Keterangan saksi tersebut tidak dapat mengatakan 
bahwa maksud sebenarnya dari para pihak begini atau begitu. Akan tetapi keterangan 
tersebut dapat berisikan, bahwa berdasarkan pengetahuan dapat diketahui maksud 
dari para pihak dalam perjanjian yaitu begini atau begitu. Keterangan dapat 
digolongkan masuk dalam golongan saksi ahli sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya. 
 Seseorang yang diperintah oleh undang-undang atau hakim untuk menilai 
suatu masalah adalah bukan sembarang orang melainkan hanya orang-orang yang 
telah benar memahami dan pasti mengetahui masalah termaksud. Jadi orang yang 
diperintah itu pun seseorang yang ahli dalam bidangnya.
51
 
 Mengenai kesaksian yang didengar atau diperoleh dari pihak lain keterangan 
ini dikemukakan dengan lisan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa 
yang terjadi akan tetapi didengar dan diketahui oleh pihak lain. 
 Kesaksian yang demikian tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak 
berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Pasal 1907 (2) KUH Perdata 
yang menentukan bahwa pendapat-pendapat maupun perkiraan khusus yang 
diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian. Ketentuan pasal 1907 (2) KUH 
Perdata, maka tidaklah menyimpang apabila keterangan didapat oleh pihak ketiga 
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merupakan kesaksian. Bukanlah keterangan yang didapat dari pihak ketiga itu 
merupakan keterangan yang dikemukakan oleh pihak yang mengetahui benar tentang 
hal-hal yang disampaikan kepadanya yaitu hal-hal yang dilihat, didengar, dialami 
sendiri. Juga, pihak yang mengemukakan kesaksian darinya (yang menerima 
pemberitahuan) itu juga menerangkan alasan-alasannya sampai ia mengetahui hal-hal 
yang dikemukakannya, yaitu dari pihak lain. Dengan demikian, memenuhi ayat 1 
Pasal yang sama. Lebih-lebih apabila menengok ajaran yang menghendaki bahwa 
hakim tidak terikat (bebas) dalam menilai alat pembuktian atau dalam membentuk 
pendapatnya untuk menyelesaikan suatu perkara. Nanti pada titik akhir juga ada pada 
tangan hakim penentuannya. 
 Kesaksian dari pihak ketiga itu pun merupakan alat pembuktian saksi. Isi 
Pasal 1907 (2) KUH Perdata tidak dapat disimpulkan tidak adanya larangan mengenai 
penyaksian dengan melalui orang ketiga. Apabila hakim memberi nilai atau 
menerima kesaksian dari pihak ketiga tidak melanggar ketentuan undang-undang. 
Mengenai ada atau tidaknya nilai pembuktian pada kesaksian dari pihak ketiga bukan 
mengenai mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap atau tidak karena tidak 
dikemukakan bahwa alat pembuktian saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang 
bebas.  
3. Yang dapat bertindak sebagai saksi. 
  Pada asasnya semua orang cakap bertindak sebagai saksi 
apabila telah dipanggil dan sah dengan patut menurut hukum, wajiblah ia 
mengemukakan kesaksian di muka pengadilan (Pasal 1909 (1) KUH Perdata, Pasal 
139 HIR). Bahkan apabila ia tidak datang atau datang tetapi tidak ingin memberikan 
  
  
kesaksian, ia dapat dikenakan sangsi-sangsi. Walaupun demikian terhadap asas 
tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan. 
  Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibedakan dalam 
dua golongan yaitu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dan orang yang 
karena permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Golongan 
yang disebut pertama masih dapat dibedakan lagi kedalam golongan yang secara 
mutlak dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi dan golongan yang 
secara relatif dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi. 
a. Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi 
yaitu : 
1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dan 
salah satu pihak (Pasal 145 (1) sub Ie HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata). 
Larangan ini dalam pembentuk undang-undang didasarkan pada 
pertimbangan bahwa mereka itu tidak akan cukup objektif dalam memberi 
keterangan, untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik, 
untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam 
diantara mereka. Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka 
mampu untuk bertindak sebagai saksi ;  
a) Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak. 
b) Dalam perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, 
dan pendidikan yang belum dewasa. 
c) Dalam perkara mengenai alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan 
dari kekuasaan orang tua atau perwalian. 
  
  
d) Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 145 (2) 
HIR, 1910 (2) KUH Perdata) 
e) Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) 
sub 2 e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata) 
b. Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu ;  
1) anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun (Pasal 145 (1) sub 3 e 
jo (4) HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata),  
      2) orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang dalam ingatannya terang 
(Pasal 145 (1) sub 4 c HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata). Dalam hal pasal 
1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim 
bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah, dan 
keterangan-keterangan mereka dianggap sebagai penjelas belaka. 
4) orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dengan kewajibannya 
sebagai saksi  
Yang termasuk dalam golongan ini ialah :  
(a) Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah 
satu pihak. 
(b) Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau 
perempuan dan laki-laki atau istri salah satu pihak. “Dasar pemikiran 
dibebaskannya golongan ini adalah karena ia tidak akan memberikan banyak 
bahan untuk dibicarakan”.52 
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(c) Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan 
merahasiakan akan tetapi semata mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan 
padanya (Pasal 146 HIR, Pasal 1909 (2) KUH Perdata). 
  Dalam ketentuan yang tersebut dalam point c terdapat keganjilan yaitu di satu 
pihak mereka dibebaskan sebagai saksi tetapi di lain pihak lagi mereka diwajibkan 
menyimpan rahasia. Melihat bahwa kewajiban menyimpan rahasia disebabkan 
adanya sesuatu yang melekat padanya secara sah, misalnya dokter, advokat, pegawai 
umum. 
  Jika benar secara mutlak berhak mengundurkan diri sebagai saksi, maka 
berarti bahwa ia karena jabatannya melindungi orang-orang tertentu yang 
berhubungan dengan jabatannya saja.  
  Dengan demikian tentang kewajiban memberikan keterangan dan atau hak 
mengudurkan diri dari orang-orang tersebut yang karena jabatannya itu bergantung 
kepada kasus perkasus penggunaanya karena apabila hak mengundurkan diri sebagai 
saksi diikuti secara mutlak dapat merugikan masyarakat, setiap orang akan beranggap 
bahwa pekerjaan itu adalah penting dalam masyarakat yang selanjutnya berarti 
mempuyai kewajiban merahasiakan yang membawa konsekuensi ia berhak menarik 
diri dari kewajiban sebagai saksi. 
  Dalam ketentuan undang-undang sendiri tidak ditegaskan mengenai martabat, 
pekerjaan, jabatan mana yang digolongkan dalam kewajiban untuk menyimpan 
rahasia dan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengingat 
perkembangan zaman dengan segala kepandaian manusia dewasa. Apabila dalam 
undang-undang disebutkan secara tegas dan jelas tentang martabat, pekerjaan dan 
  
  
jabatan yang berkewajiban penyimpan rahasia dan penting di dalam masyarakat 
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 146 HIR dan Pasal 1909 (2) KUH Perdata. 
4. Kewajiban saksi 
a. Kewajiban untuk menghadap 
  Didalam proses pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan negeri 
pada asasnya diperlukan saksi.
53
 Pada pasal 121 (1) HIR ditentukan bahwa sebelum 
perkara diperiksa di muk sidang pengadilan negeri, pengadilan (hakim) menyuruh 
memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah 
ditentukan. Akan tetapi apabila dengan aturan Pasal 121 (1) HIR saksi tidak dapat 
menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar 
dibutuhkan meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat dan atau perlawanan tergugat, 
maka hakim menyuruh memanggil saksi lagi agar menghadap di hari persidangan 
yang akan datang, demikian dapat disimpulkan dari Pasal 139 HIR. 
  Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 121 (1), 139 HIR telah dijalankan 
tetapi saksi masih juga tidak datang menghadap, maka menurut Pasal 140 HIR saksi 
yang tidak mau datang menghadap (setelah dipanggil dua kali) dihukum membayar 
segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi dengan 
menggunakan biaya saksi sendiri. 
  Apabila dengan panggilan yang menggunakan biaya saksi sendiri, ia masih 
tidak mau menghadap maka ia disamping harus membayar segala biaya yang 
dikeluarkan juga harus membayar segala kerugian yang diderita para pihak yang 
bersengketa akibat dari tidak menghadapnya itu. Serta saksi tersebut dapat dipaksa 
oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan. Pembasan dari hukuman-
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hukuman termaksud hanya dapat dilakukan apabila ketentuan dari Pasal 142 (adanya 
alasan yahg sah) dan Pasal 143 (Pengadilan negeri di luar keresidenan saksi) 
dipenuhi. 
  Jika saksi datang ke pengadilan untuk memenuhi surat panggilan, 
maka ia dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan satu persatu dan akan ditanya 
nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan apakah ia ada hubungan perburuhan 
dengan salah satu pihak (Pasal 144 HIR).
54
 
  Penerapan menghadirkan saksi secara paksa yang dibarengi dengan 
hukuman membayar biaya dan ganti rugi yang digariskan Pasal 140 dan 141 HIR, 
apabila keingkaran memenuhi itu mendasar alasan yang tidak sah atau tanpa alasan. 
Akn tetapi, apabila tidak hadirnya saksi memenuhi panggilan disebabkan dengan 
alasan yang sah, hakim wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepada saksi. 
  Ketentuan Pasal 142 HIR dapat dimanfaatkan saksi, dia harus mampu 
membuktikan tentang kebenaran alasan yang menyebabkan tidak dapat hadir 
memenuhi panggilan.
55
 Berdasarkan teori dan praktik, alasan yang dianggap sah tidak 
memenuhi panggilan menghadiri sidang, antara lain panggilan tidak diterima dank 




(b) kewajiban untuk bersumpah 
jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan 
diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah 
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menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari Pasal 147 HIR, Pasal 1911 KUH 
Perdata. 
Bagi saksi yang tidak mau disumpah, sedangkan sumpah tersebut dijadikan 
dasar bagi kesaksiannya bahwa apa yang akan dikemukakan itu benar, maka saksi 
tersebut dapat ditahan dalam penjara atas permintaan dan biaya pihak yang 
memintanya (Pasal 148 HIR) 
  Akan tetapi, apabila agama yang dianut saksi melarang mengucapkan sumpah, 
maka sebagai gantinya dapat dengan mengucap janji yang fungsinya sama persis 
dengan sumpah. 
  Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dengan mengutip “Pedoman Keseragaman 
Tatakerja Pengadilan Negeri di Jawa Barat”, menjelaskan rumusan atau bunyi yang 
diucapkan sebagai sumpah atau janji sebagai berikut: 
Bagi yang beragama Islam sumpah berbunyi: “demi Allah. Saya bersumpah 
bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang 
sebenarnya”. 
Bagi yang beragama Kristen sumpah berbunyi: “saya bersumpah bahwa saya 
akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga 
Tuhan menolong saya” (berdiri dengan mengangkat tangan kanan setinggi 
telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengah). 
Bagi saksi ahli bersumpah berbunyi: “saya bersumpah bahwa saya akan 
memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan 
saya sebaik-baiknya”. 
Rumusan janji berbunyi: “saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan 
sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.57 
(c) Kewajiban untuk memberi keterangan 
Penahanan dalam penjara terhadap saksi atas permintaan dan biaya pihak 
yang meminta yang terkenal dengan sebutan lembaga (gijzeling) belum ada kesatuan 
pendapat, didalam HIR yang mengatur tentang lembaga sandera ada Pasal 209, Pasal 
tersebut memang belum dicabut, tetapi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 
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No. 2 Tahun 1965 tanggal 22 Februaru 1964 tentang penghapusan lembaga sandera 
(gijzeling) dengan alasan lembaga tersebut bertentangan dengan perikemanusiaan, 
dan juga dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 No. 
951/K/SP/1974 yang membatalkan keputusan pengadilan negeri yang mengabulkan 
permohonan penyanderaan.  
Dalam masalah kewajiban saksi untuk memberikan keterangan, apabila ada 
pernyataan-pernyataan yang diajukan kepaada saksi harus disampaikan lebih dahulu 
kepada hakim. Jadi yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya 
jawab kepada saksi melainkan melalui hakimlah tanya jawab itu dilakukan, juga 




B. Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam. 
1. Pengertian kesaksian dan saksi. 
Kesaksian adalah “keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi”.59 
Artinya adalah suatu informasi yang disampaikan oleh seorang yang disebut sebagai 
saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan 
kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan 
kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan 
memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.
60
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Keterangan yang pasti atau meyakinkan dimaksud sudah tentu yang menjadi 
saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang 
dilihatnya sendiri.
61
 Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir 
tidak termasuk dalam suatu kesaksian.
62
 
Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian bahwa kesaksian adalah 
keterangan yang diberikan oleh saksi. Kehadiran saksi adalah untuk memberikan 
keterangan terhadap apa yang telah dilihatnya melalui kasat mata terhadap peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada waktu sebelumnya. 
Saksi adalah a. orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa 
(kejadian); b. orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap 
mengetahui kejadian tersebut; c. orang yang memberikan keterangan di muka hakim 
untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; d. keterangan (bukti pernyataan) yang 
diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; e. bukti kebenaran.
63
 
Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan syahādah. Orang yang menjadi 
saksi disebut dengan syāhid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang 
diambil dari timbangan syāhida-yasyhadu-syahādatan ( ةداحش - اذحش - ذحشٚ - 
ذحش ) yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; 
memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); menyaksikan dengan mata kepala 
sendiri. Arti yang tidak berbeda bahwa syahādah adalah siapa pun melihat 
kejadiannya suatu peristiwa dan dapat mengabarkan apa yang dilihatnya.
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Berdasarkan beberapa pengertian maka saksi adalah orang yang yang dapat 
memberikan keterangan atau pernyataan yang pasti karena orang tersebut mengetahui 
kejadian yang sebenarnya, sehingga nilai kesaksian yang diberikan pun dapat 
dijadikan sebagai keterangan yang kuat, bahkan di antara para pakar ada yang 
menyatakan untuk mengungkap kebenaran, tidak cukup hanya melalui keterangan 
saksi tetapi mesti pula ditambah pembuktian melalui bukti-bukti tertulis lainnya. 
Makna lain bahwa saksi adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan 
suatu peristiwa. Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang 
mencukupi syarat dan dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang 
disaksikannya. 
Menurut Ibnu Qayyim, kesaksian merupakan bagian dari bayyinah, bayyinah 
iitu segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran 
terhadap sesuatu perkara yang dipersengketakan.
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2. Syarat-syarat saksi. 
a. Kriteria-kriteria saksi dalam hukum Islam 
Agar kesaksian diterima, Islam melalui ijtihad para pakar hukum Islam 
menentukan beberapa criteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. 
Beberapa kriteria itu adalah: 
1) Beragama Islam (Muslim) 
Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi‟i ataupun 
Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi 
adalah saksi yang beragama Islam. Syarat muslim seorang saksi ini telah disepakati 
mayoritas para pakar hukum Islam, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi 
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ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya 
dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.
66
 
Imam Abu Hanafih sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para 
pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. 
Syaratnya wasiat tersebut disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain 
yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.
67
 
Kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan non muslim menjadi saksi 
atas sesama mereka. Hal ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad sendiri yang 
diminta mengadili perkara orang Yahudi yang pada waktu itu agama Yahudi belum 
memiliki mahkamah sendiri. Berdasarkan kesaksian dari orang Yahudi itu pula Nabi 




Kesaksian itu berarti pula melaksanakan ucapan seseorang kepada orang 
lainnya, ini merupakan suatu pemberi kuasa, sedangkan orang kafir tidak memiliki 
hak untuk diberikan kuasa. 
Sepakat para ahli fiqh Islam tentang tidak bolehnya orang kafir menjadi saksi 
atas orang mukmin (ditolak) kecuali Abu Hanafih dan Ahmad membolehkan orang 
kafir Dzammi menjadi saksi bagi mereka sendiri asalkan dengan syarat mereka jujur 
dan adil dan dikenal kejujurannya di dalam agama mereka akan tetapi menurut 
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jumhur ulama itu berlaku untuk orang kafir lainnya tidak berlaku persaksian mereka 
untuk orang mukmin. 
2) Temasuk saksi yang adil. 
Saksi yang menggunakan lafal ذٛحش adalah sebagai bentuk li al-mubālagah 
yakni seorang saksi tersebut memberikan kesaksian secara maksimal dan ia benar-
benar dikenal sebagai orang yang baik serta dikenal pula konsisten dan kuat dalam 
beragama bahkan dikenap pula sebagai orang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi 
dapa memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu 
yang berperkara 
Selain itu perempuan muslimah yang benar-benar bertakwa yang 
kepribadiannya telah dipoles oleh ajaran-ajaran dan petunjuk Islam tidak akan 
memberikan kesaksian palsu, karena kesaksian palsu itu haram dan syari‟at Islam. 
Kesaksian palsu juga menghilangkan kepercayaan mata orang dia sangat hina dan 
tidak mempuyai harga diri oleh karena itu, dengan tegas al-Qur‟an melarang sifat ini 
bersemayan dalam diri hamba-hamba Allah pilihan, laki-laki maupun perempuan 
seperti mencegah dari perbuatan dosa besar.
69
 
3) Baligh yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik 
dan yang buruk; 
4) Berakal yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan 
sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila; 
5) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu setidaknya saksi mesti 
dapat menuliskan kesaksiannya; 
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6) Ingat dengan baik terhadap apa yang disaksikannya dan masih dapat 
menerangkannya ketika diminta keterangan; 




b. Kriteria saksi dalam hukum acara peradilan agama. 
Kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti salah satunya adalah 
kesaksian yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan 
syarat-syarat formil, ada pula yang berkaitan dengan syarat-syarat materiil. 
1) Syarat-syarat formil adalah: 
a) memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim saat diselenggarakannya 
sidang. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa kesaksian tersebut baru bernilai 




b) Orang yang memberikan kesaksian termasuk orang yang dilarang untuk 
memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi. Misalnya ada hubungan 
darah diantara para pihak yang berperkara, adanya hubungan karena sebab 
perkawinan atau karena belum dewasa atau bahkan karena tidak cakap menjadi 
saksi, sehingga tidak mampu mengemukakan kesaksiannya.
72
 
c) Di antara saksi ada beberapa orang yang berhak mengundurkan diri dan 
ditawakan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan 
yang berperkara atau menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
73
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d) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau 
dikuatkan dengan alat bukti lain,
74
 kecuali dalam perzinaan. Keterangan seorang 
saksi disebut dalam bahasa lain “unus testis nullus testis”. 
e) Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenarnya dan 




2) Syarat-syarat materiil: 
a) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, 
didenganr, dan dilihat sendiri oleh saksi. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 HIR/ 
308 R. Bg ayat (2) bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber 
pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri 
tentang suatu peristiwa dianggap tidak memenuhi syarat materiil. Maksudnya 
keterangan yang diberikan bukan diperoleh secara langsung. Hal yang demikian 
dalam hukum pembuktian disebut testimonium de auditu yakni keterangan yang 
tidak mempuyai kekuatan nilai pembuktian sehingga tidak perlu 
dipertimbangkan. 
b) Keterangan yang diberikan itu harus mempuyai sumber pengetahuan jelas. 
Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R. 
Bg. Pendapat atay persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak 
bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 
ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R. Bg. 
c) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang 
lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan pada bahwa dalam hal 
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penimbangan harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar 
kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan 
keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselisihkan; 
sebab segala yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan 
cara begini atau begitu; berkehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada 




3. Dasar Hukum Kesaksian. 
a. Al-Qur‟an. 
Al-Qur‟an adalah sumber daripada segala sumber hukum Islam, bahkan 
sumber dari segala hukum-hukum manusia lainnya. Oleh karena itu menjadi suatu 
kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan 
hidupnya kepada sumber hukum ini. Hal ini disebabkan bahwa dalam keyakinan 
dan ditambah dengan fakta empiris serta didukung pula oleh daya rasional seorang 
muslim, al-Qur‟an selalu relevan dan cocok untuk setiap zaman. Ia selalu dapat 
berdialog dengan perubahan waktu, zaman, dan dapat pula berdialog dengan 
kemajuan pemikiran dan teknologi.
77
 
Kendati tidak semua nas-nas yang ada dalam al-Qur‟an mengatur secara 
terperinci terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam dan umat manusia 
pada umumnya, bahkan lebih banyak berbentuk „amm (bermakna umum) dan kulli 
(meliputi berbagai persoalan) atau hanya berbentuk isyarat, tetapi justru dengan 
bentuk-bentuk seperti al-Qur‟an dapat menyesuaikan dirinya dengan segala 
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perubahan. Selain itu, gaya penurunan wahyu seperti ini adalah salah satu bentuk 
strategi yang dirumuskan Allah dalam segala bentuk kebijaksanaannya agar al-
Qur‟an dapat dilakukan pembacaan, interpretasi dan pemahaman baru dalam 
menghadapai situasi dan kondisi yang dipandang baru pula.
78
 
Banyak orang menuduh Islam sebagai agama yang merendahkan kemampuan 
perempuan, karena dalam asumsi mereka Islam telah menetapkan persaksian seorang 
perempuan hanya sebading dengan setengah persaksian laki-laki.
79
 
Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi 
terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang 
dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat 
Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi 
berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini 
setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hak-hak 
orang yang benar pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. 
Ayat al-Qur‟an dalam QS al-Baqarah/2: 282. 
    …..               
                         
       
              .....   
Terjemahan: 
…..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki 
(diantaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 
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dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya 
lupa maka seorangnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil…..80 
Ayat tersebut sebenarnya ayat yang terpanjang dalam al-Qur‟an. Apabila 
dipahami bahwa ayat Allah ini diawali dengan adanya perintah kepada manusia untuk 
meregistrasikan atau mencatat semua transaksi khususnya utang piutang antara satu 
dengan yang lainnya. Bahkan pencatat tersebut penting dilakukan walaupun nilai 
transaksinya sangat kecil. Berbeda halnya apabila suatu transaksi (perdagangan) 
dilakukan secara tunai, tampaknya Allah memberikan pilihan baik untuk melakukan 
pencatatan atau tidak melakukannya kendatipun sebenarnya apabila dipahami 
kembali Allah menghendaki agar setiap transaksi itu tetap dicatat dan dibukukan.  
Masalah kesaksian ini diawali dengan perintah untuk menuliskan utang 
piutang (tidak tunai) ketika bertransaksi. (ya ayyuha allazina amanu iza tadayatum 
bidain ila ajalin musammafaktubuhu). “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.”81 
Selain dilakukan pencatatan, Allah juga memerintahkan agar kegiatan 
transaksi muamlah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut 
minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun 
apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya 
saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. 
Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis 
adalah umumnya dilakukan laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan 
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perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila salah seorang dari 
keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point 
yang menjadi objek kesaksian keduanya.
82
 
Hukum menjadi saksi adalah fhardu „ain.83 Oleh karena itu, manakala 
seoarang dipanggil untuk dijadikan saksi dalam suatu perkara maka iawajib 
memenuhi panggilan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS al-
Baqarah/2: 283. 
Sayyid Quthb mengatakan, syari‟at mengutamakan laki-laki karena biasanya 
merekalah yang melakukan tugas-tugas dikalangan masyaratakat Islam. Sedangkan 
wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, 
kewanitaannya, dan kewajibannya dala menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih 
berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi 
masa depan.
84
 Pahadal, dengan bekerja dia hanya mendapat beberapa suap makanan 
atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah 
ambruadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah 
saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. 
Pesan dari ayat juga berbicara tentang hendaknya orang yang diminta 
kesaksiannya tidak merasa enggan memberikan keterangan, kendati menjadi saksi 
terkadang merepotkan. Begitu juga agar memperkuat adanya suatu transaksi, bukti 
dokumentasi melalui pencatatan pun harus ada walaupun nominasi tranksansi yang 
dilakukan sangat kecil. Allah mengatur adanya pencatatan dan saksi ini tidak lain 
agar tidak terjadinya keraguan yang cenderung dapat menimbulkan perselisian dan 
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persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai orang muslim tidak layak 
apabila sulit menyulitkan. Orang-orang yang tidak memperhatikan perintah Allah ini 
atau bahkan tidak memandang penting tentang pencatatan dan persaksian dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan fasik. 
Mahmud Hamdi Zaqzul menjelaskan bahwa yang berkaitan dengan 
persaksian (isyhad) yang termaktub dalam QS al-Baqarah/2: 282 yang mensyaratkan 
adanya dua dua orang saksi perempuan, tidak cukup satu orang saja agar bisa saling 
mengingatkan bila salah seorang terlupa, hal ini tidak berarti, bahwa perempuan 
adalah “makhluk pelupa”, kealpaan merupakan tabiat yang inheren dalam setiap 
aktivitasnya. Sebaliknya sifat yang lupa dan alpa ini lebih disebabkan oleh faktor-
faktor yang berkaitan dengan kecakapan dan keterlatihan. Artinya persyaratan ini 
termasuk hal-hal yang bersifat insedentil dan dapat berubah. Selanjutnya dalam 
firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 283 berikutnya adalah: 
                       ... 
Terjemahan: 
…..dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan siapapin 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya….85 
Ayat tersebut mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan 
untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika 
terjadinya suatu permasalahan semntara pihak yang berperkara sangat membutuhkan 
kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan 
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kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-
lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang merugikan.
86
 
Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 
kedudukan saksi baik laki-laki atau perempuan dalam suatu akad atau transaksi 
adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan al-
Qur‟an yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkat dengan sebuah akad 




Diantara sekian banyak hadis nabi, tidak sedikit memberikan perhatian 
terhadap kesaksian. Diantaranya ada yang sangat menganjurkan menjadi saksi 
kendati tidak diminta, ada pula yang membicarakan atau memfokuskan pada kriteria-
kriteria tidak layaknya seseorang sebagai saksi. Selain itu ada juga berupa ancaman 
kepada saksi dusta bahkan sampai pada kesaksian yang diberikan oleh non muslim. 
Beberapa diantara hadis nabi tentang kesaksian tersebut adalah: 
 ُْثأََشل :َلَال ،َْٗٛحَٚ ٍُ ْب َْٗٛحَٚ اََُثَّذَحٔ  ،ٍشَْكب َِٙبأ ٍِ ْب ِالله ِذْبَع ٍْ َع ،ٍكِناَي َٗهَع
 ،ِ ّ٘ ِساَصَْ َ ْﻷا َةَش ًْ َع َِٙبأ ٍِ ْبا ٍِ َع ، ٌَ ا ًَ ْثُع ٍِ ْب ِٔش ًْ َع ٍِ ْب ِالله ِذْبَع ٍْ َع ، ِّ َِٛبأ ٍْ َع
 :َلاَل َىَّهَع َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُالله َّٗهَص َّٙ ِبَُّنا ٌَّ َأ ،ِ ّٙ ُِ َٓ ُجْنا ٍذِناَخ ٍِ ْب ِذْٚ َص ٍْ َع« َأ ْىُكُِشبُْخأ َلَ
ا َٓ ََنأُْغٚ ٌْ َأ َمْبَل ِّ َِتدا َٓ َشِب ِْٙتَأٚ ِ٘زَّنا ِءَاذ َٓ ُّشنا ِشْٛ َخِب88. 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku bacakan 
dihadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin 
Amru bin Utsman dari Ibnu Abu „Amrah al-Ansari dari Zaid bin Khalid al-
Juhani, bahwa nabi shalallahu „alaihi wasakkam bersabda: “Maukah aku 
beritahukan kepada kalian menganai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang 
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dayang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).” (H.R Imam 
Muslim). 
Pada hadis tersebut bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang datang 
memberikan kesaksian tanpa sebelumnya diminta untuk menjadi saksi. Hadis 
menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang datang memberikan kesaksian 
walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya 
mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi 
tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti 
kebenaran pun dapat ditegakkan.  
Selanjutnya ditengah kehidupan yang selalu beriringan dengan segala 
kepentingan, tentu agar tetap menjadi orang yang terbaik adalah memberikan 
kesaksian secara apa adanya dan bukan menyembunyikan sebagian lainnya atau 
bahkan melebih-lebihkan keterangan sehingga informasi yang diberikan tidak 
berdasarkan jalan yang benar. Saksi-saksi seperti inilah yang dituntut dalam firman 
allah QS al-Baqarah/2: 283 dan hadis nabi yang kedua. Artinya saksi yang membuat 
keterangan palsu, penuh kebohongan dan khianat adalah bukan sebaik-baik orang, 
bahkan sebaliknya menjadi seburuk-buruknya orang.
89
 
Berdasarkan hal demikian, keberadaan saksi masih sangat diperlukan, tetapi 
mestinya dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Kedua hadis tersebut 
secara lahiriah terlihat bertentangan, tetapi pada hakikatnya saling bersinergi karena 
disabdakan nabi Muhammad dalam kondisi yang berbeda. Selain itu sepertinya 
dipahami hawa hadis nabi pertama berhubungan erat dengan firman Allah QS al-
Baqarah/2: 282 dan hadis nabi kedua berhubungan erat dengan firman Allah QS al-
Baqarah/2: 283. 
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4. Perkara-perkara yang disaksikan oleh saksi perempuan. 
a. Menurut Para Pakar Tafsir. 
Persolan-persoalan yang menjadi objek kesaksian perempuan dan laki-laki 
sebagaimana pada firman Allah QS al-Baqarah/2: 282 adalah diantara para pakar 
tafsir ada yang memandang bahwa kesaksian ayat berfokus pada utang piutang. Ada 
pula yang berpandangan bahwa lafal ىﺘُٛاذﺘ dalam surah al-Baqarah ayat 282 tidak 
hanya menyangkut persoalan utang piutang secara murni, tetapi termasuk bidang 
perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya) dan pinjam meminjam secara kredit 
yang semuanya harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal.
90
 
Pada intinya persoalan yang disaksian oleh kedua saksi adalah terkait dengan 
muamalah dalam arti yang lebih luas baik terkait dengan harta benda, badan dan 
hukum-hukum ḥudūd, kecuali dalam kasus saksi zina. 
b. Menurut Para Pakar Hukum Islam. 
 Objek atau kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah 
saksi dua orang laki-laki sebagai hukum alternatif pada asalnya hanya berkaitan 
dengan masalah utang piutang berdasarkan para pakar tafsir. Namun melalui 
perkembangan selanjutnya, tidak hanya para pakar tafsir yang memperluas pemaknan 
objek hukum ayat kesaksian, melainkan termasuk pula sebagian dari para pakar tafsir 
yang mengartikan ٛذبىﺘُٛاذﺘٌ  secara lebih luas untuk berbagai transaksi muamalah. 
 Para pakar hukum Islam memahami hal yang sama bahwa ٛذبىﺘُٛاذﺘٌ  
adalah tidak hanya berkaitan utang piutang, tetapi berkaitan pula dengan persoalan 
harta benda lainnya seperti transaksi jual beli, sewa menyewa (ijārah), masalah 
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menggadaian (rahn). Begitu juga terkait dengan klam terhadap kepemilikan suatu 
barang (iqrār) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (gaṣb).91 
 Persoalan yang timbul di kalangan para pakar hukum Islam adalah adanya 
pakar yang lebih memperluas objek kesaksian yang tidak hanya pada kesaksian 
transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum 
keluarga. Jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang 
perempuan, menurut mazhab Hanafi termasuk pula untuk kesaksian dalam persoalan 
hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua 
kasus ḥudūd dan qiṣāṣ.92 Kendatipun mazhan Hanafi memandang bahwa perempuan 
juga layak menjadi saksi, tetapi para pakar hukum dari kalangan mazan ini 
menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-
laki. 
 Adapun mazhab Syafi‟i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Kedua 
mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak, dan 
rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan tersebut hanya dapat 
disaksikan minimal dua orang laki-laki.
93
 Berdasarkan uraian adanya perbedaan 
perspektif diantara para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa 
perempuan yang menjadi saksi sebagaimana firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 
tidak hanya dalam urusan bisnis, tetapi dapat pula menajdi saksi dalam akad nikah, 
talak, dan rujuk. Sementara para pakar hukum Islam lainnya tidak sepaham dengan 
pandangan mazhab Hanafi. 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Pakar Hukum Islam. 
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 Perbedaan para pakar hukum Islam disebabkan berbedanya gaya berpikir 
masing-masing para pakar dan termasuk pula adanya perbedaan kecenderungan 
masing-masing. Selain itu, hal yang tidak dapat diabaikan adalah berbedanya tempat 
tinggal masing-masing pakar yang hampir dapat dipastikan akan berbeda pula situasi 
dan kondisi masing-masing. 
 Hal lainnya yang perlu dipahami bahwa karakter masyarakat masing-masing 
daerah juga berbeda-beda, bahkan termasuk pula watak dan sifat yang akhirnya 
menimbulkan suatu kekhususan masing-masing masyarakat. Bahkan dengan berbagai 
macam karakter, ciri atau kekhususan masing-masing cenderung membentuk 
kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda pula yang akhirnya sebagai salah satu 
budaya yang dimiliki. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh para pakar 
hukum Islam pada waktu itu. 
 Imam Hanafi atau Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu‟man ibn Tsabit 
yang dilahirkan di Kufah, Iran pada tahun 80 H dan wafat tahun 150 H adalah 
pembangun (walaupun tidak bermaksud membangun) mazhab fikih yang pertama 
yang memiliki pengaruh yang sangat besar.
94
 Imam Hanafi, selain digolongkan 
sebagai tābi‟ tābi‟in‟ (generasi setelah tābi‟in), ia juga digolongkan sebagai tābi‟in 
kecil (murid sahabat), karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan 
meriwayatkan sejumlah hadis dari mereka.
95
 
 Iran pada masa itu banyak berkembang hadis-hadis palsu sehingga 
Imam Hanafi pun lebih berhati-hati untuk menerima hadis. Oleh karena itu, ketika 
tidak ditemukan aturan khusus dalam al-Qur‟an, sementara keberadaan hadis pun 
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masih sulit ditentukan apakah dapat dipercaya atau tidak. Imam Hanafi lebih 
memahami hukum menggunakan rasio dan lebih mempercayai rasionya daripada 
berdasarkan kepada hadis yang kurang dapat diyakini.
96
  
 Oleh karena itu Imam Hanafi terkenal dengan sangat berhati-
hati menggunakan hadis dan apabila tidak mencapai derajat mutawātir atau 
setidaknya masyhūr, Imam Hanafi pun tidak menggunakan hadis tersebut sebagai 
dasar. Imam Hanafi tidak menerima hadis ahād (ṣaḥiḥ, ḥasan, ḍa‟if) sebagai dasar 
hukum. Berbeda dengan pakar hukum Islam lainnya seperti Imam Syafi‟i, Imam 
Maliki dan Imam Ahmad ibn Hambal yang menerima hadis ahad asalkan ṣaḥiḥ untuk 
dijadikan sebagi sumber atau dasar hukum.
97
 
 Berdasarkan metode musyawarah atau dialog interaktif dengan 
murid-muridnya, Imam Hanafi menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum 
yang dihadapi. Gaya berpikir Imam Hanafi menimbulkan pengaruh yang sangat besar 
pada murid-muridnya dan termasuk pula pada mazhab yang dibangunnya. Mazhab 
terlatih berlogika, bahkan dikenal sebagai mazhab yang dapat memprediksikan suatu 
hukum tentang sesuatu yang belum terjadi. Dengan berdasarkan kajian empiris atau 
melalui gaya berpikir induktif yakni melakukan pengkajian hukum berdasarkan data 
yang terjadi pada masyarakat, Imam Hanafi dan murid-muridnya menyusun fikih 
kontekstual yang selalu relevan dengan masa pada waktu itu.
98
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 Selanjutnya, diketahui secara umum bahwa mazhab Hanafi tumbuh dan 
berkembang di daerah Kufah atau Bagdad (Irak) yang kala itu merupakan pusat 
pemerintahan dan sebagai ibu kota Negara pada waktu itu. Sebagai pusat 
pemerintahan, dipastikan perhatian masyarakat terpusat di ibu kota dan dipastikan 
pula sentral kegiatan-kegiatan di segala bidang pun juga berada di ibu kota. Keadaan 
ini membuat masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari luar Negara pun 
berdatangan dan bertumbuk di kota itu. Oleh karena itu tidak mengherangkan 
timbulnya konversi karakter dan budaya yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan 
sosial dan hukum. 
 Khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Berhadapan dengan berbagai 
corak manusia beserta gaya berpikir masing-masing serta beragamnya budaya 
menyatu di Irak membuat pakar hukum khususunya Imam Hanafi dan murid-
muridnya berpikir keras agar hukum Islam tetap dapat dijadikan sebagai sosial 
control dan tetap memberikan kemaslahatan serta kenyamanan kepada masyarakat 
dalam artian bukan pula mengikuti selerah masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum 
Islam tetap egaliter, para pakar dalam mazhab ini melakukan pengkajian dan 
penelitian secara serius melalui metode ushul fikih yang dirumuskan, tanpa 
melupakan pendekatan kontekstual. 
 Faktor-faktor seperti itulah yang membuat kreativitas fikih yang disusun 
Imam Hanafi bersama murid-muridnya tampak berbeda dengan pakar-pakar hukum 
Islam lainnya. Dalam hal ini khususnya terkait dengan kedudukan perempuan, Imam 
Hanafi menyatakan perempuan dapat menjadi saksi yang tidak hanya pada persoalan 
transaksi bisnis atau muamalah lainnya, tetapi berhak menjadi saksi yang di bidang 
hukum keluarga (akad nikah, cerai, rujuk).  
  
  
5. Ketentuan kesaksian berdasarkan jumlah. 
a. Kesaksian yang dilakukan minimal empat orang, menurut mayoritas pakar 
hukum Islam kesaksian dengan jumlah minimal empat orang secara khusus 
diberlakukan pada kesaksian kasus dugaan terhadap pelaku zina. Syarat untuk 
menjadi saksi adalah laki-laki dewasa dan tidak diterima apabila kesaksian 
berasal dari jenis kelamin perempuan. Berbeda dengan mazhab azh-Zhahiry yang 
membolehkan dan memandang sah suatu kesaksian apabila dilakukan oleh dua 
orang perempuan untuk mengganti kesaksian satu orang laki-laki. 
b. Kesaksian yang dilakukan minimal tiga orang yakni kesaksian yang dilakukan 
dalam masalah kepalitan. Pernyataan kesaksian tidak dapat diterima kecuali 




c. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa 
dan tanpa adanya kesaksian dari jenis kelamin perempuan dalam hal semua 
persoalan hukum baik berkaitan dengan kasus perdata maupun kasus pidana 
kecuali dua macam aturan yang disebukan sebelumnya.
100
 
d. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal satu orang laki-laki yang adil berkaitan 
dengan saksi ibadah seperti masuknya waktu azan, shalat, puasa. Kesaksian 
orang yang berpengalaman dalam menghitung kesaksian, kesaksian seorang saksi 
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e. Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang perempuan dalam hal yang 
berkaitan dengan yang hanya lazimnya diketahui oleh perempuan seperti 
kesaksian keperawanan, saudara sepersusuan, penyakit atau cacat yang dimiliki 
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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN SAKSI PEREMPUAN 
DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DAN DITINJAU 
PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Nasional. 
Peranan erat sekali kaitannya dengan kedudukan/status. Menurut konsep 
sosiologi kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam 
suatu kelompok masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok 
tersebut, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta 
kewajiban-kewajibannya. 
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang 




Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita 
di Indonesia mempuyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Akan tetapi 
dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering dijumpai kesulitan-kesulitan 
merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejak kaum perempuan sudah 
diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil 
keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang 
perempuan tidak mempuyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan laki-laki 
dalam hal menentukan nasib sendiri untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk 
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hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, 
untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri.
104
 
UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala 
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
105
 
Pengertian konvensi yang diterima oleh Majelis Umum PBB tentang 
diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan atas dasar jenis 
kelamin yang merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia dan kebebasan-
kebebasan asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil 
atau atau setiap bidang lain. Di dalam konvensi tersebut tercantum peraturan-
peraturan yang harus ditetapkan untuk melenyapkan diskriminasi dalam lapangan 
politik dan umum. Negara harus mengubah semua untuk undang-undang, peraturan, 
kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif.  
Dalam hukum acara perdata bahwa saksi termasuk sebagai salah satu dari 
berbagai alat bukti. Adapun alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata hanya 
berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu yakni yang diakui berdasarkan undang-
undang hukum perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/ 284 R.Bg yakni 
surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Alat bukti inilah yang 
dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan 
atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil 
bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau 
melakukan kesalahan. Berdasarkan alat bukti itu pula siapa pun yang berperkara 
memiliki hak untuk melakukan pembuktian dengan beberapa alat bukti. Hal ini 
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merupakan hak yang diberikan Negara kepada warganya yang menuntut keadilan. 
Oleh karena itu, hak untuk membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak 
yang seluruh warga Negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya. 
Dalam hukum acara perdata kedudukan seseorang yang menjadi saksi bersifat 
pasif. Oleh karena itu untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang 
diperkarakan, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan 
saksi di muka persidangan. Namun apabila pihak-pihak yang berperkara tidak mampu 
menghadirkan saksi secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala upaya 
sementara saksi yang bersangkutan sangat relevan, maka menurut ketentuan bahwa 
hakim dapat menghadirkan saksi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang 
dimilikinya, bahkan hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput 
secara paksa. Apabila hakim tidak melaksanakan beberapa hal tersebut untuk 
menghadirkan saksi yang telah ditunjuk maka dapat dinilai sebagai tindakan 
penyelewengan sebagai hakim. 
Dalam memberikan keterangan seorang saksi mesti disumpah menurut 
agamanya agar diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat 
mempuyai kekuatan sebagai alat bukti. Selain itu juga untuk menegaskan bahwa 
keterangan-keterangan yang disampaikannya mesti buka merupakan pendapat saksi 
atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir. Kesaksian yang diberikan pun hanya 
diterima apabila disampaikan di depan persidangan bahkan betapa pentingnya 
kesaksian untuk didengarkan di depan sidang tetapi saksi yang dipanggil tidak 




Dalam hukum acara perdata telah ditentukan bahwa agar keterangan yang 
diberikan saksi dapat dipercaya dan meyakinkan hakim, maka saksi tersebut mesti 
berjumlah dua orang. Sebaliknya kesaksian tersebut tidak diterima apabila 
disampaikan oleh satu orang saksi, sementara tidak ada bukti-bukti lain yang 
dipercaya di dalam hukum. 
 Ketentuan tersebut hanya mensyaratkan jumlah saksi mesti dua orang. Dalam 
ketentuan itu tidak ditemukan ketentuan jenis kelamin yang mana yang diterima 
menjadi saksi. Berdasarkan hal tersebut tidak mengenal adanya pembedaan kesaksian 
antara laki-laki dan perempuan, bahkan mempersamakan kedudukan saksi laki-laki 
dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi 
saksi.  
 Penyataan persamaan nilai kesaksian dapat dibuktikan melalui dasar hukum 
dari hukum acara perdata yakni Herzine Inlandsch Reglement (HIR), 
Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg) atau dalam kitab undang-undang 
hukum perdata bahwa didalamnya tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang mengatur 
tentang pembedaan kesaksian laki-laki dan perempuan atau berdasarkan jenis 
kelamin. Laki-laki dan perempuan pun memiliki hak dan suara yang sama untuk 
menyampaikan keterangan yang dilihatnya. 
B. Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam 
 Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami 
bahwa kedudukan saksi baik laki-laki ataupun perempuan sangat penting. Pentingnya 
kedudukan saksi dilihat dari pesan al-Qur‟an yang memerintahkan kepada pihak-
pihak yang terkait dengan sebuah peristiwa untuk menghadirkan saksi. 
  
  
Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang 
diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada 
orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk 
menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan 
kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media 
untuk menegakkan kebanaran, sehingga hak-hak orang yang benar pun tidak 
dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ayat al-Qur‟an dalam QS al-
Baqarah/2: 282: 
    ..…               
                         
                       
.....   
Terjemahan: 
……Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki 
(diantaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya 
lupa maka seorangnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil......
106
 
Masalah kesaksian ini diawali dengan perintah untuk menuliskan utang 
piutang (tidak tunai) ketika bertransaksi. (ya ayyuha allazina amanu iza tadayatum 
bidain ila ajalin musammafaktubuhu). “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.”107 
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 Pentingnya saksi juga dilihat sebagai upaya preventif. Apabila pada masa 
yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau 
transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi 
dapat memberikan keterangan. Oleh karena itu, pesan al-Qur‟an agar para saksi tidak 
merasa enggan apabila diminta kesaksiannya karena apabila saksi mengetahui 
informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian, kebenaran dapat 
ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada 
orang yang menyimpan suatu informasi, sementara ia mengetahui informasi tersebut. 
 Pada QS al-Baqarah/2: 282 objek kesaksiannya hanya berkaitan dengan 
perkara muamalah (bisnis) dan bukan terkait dengan persoalan akad nikah, tetapi hal 
yang mesti di tangkap dari firman Allah tersebut adanya perintah untuk mencari dan 
mendatangkan saksi. Perintah ini sebagaimana merupakan hal yang wajib. Hal yang 
wajib tentu sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh 
karena itu tampaknya tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada 
surah al- Baqarah ayat 282 juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis. 
 Terlebih lagi apabila saksi sebagai rukun dikaitkan dengan pendapat Imam 
Hanafi yang menyatakan bahwa objek kesaksian dalam QS al-Baqarah/2: 282 tidak 
hanya berkaitan dengan persoalan bisnis, melainkan termasuk pula dapat menjadi 
saksi dalam bidang akad nikah, cerai, rujuk, maka saksi dalam firman Allah adlah 
layak disebut rukun. Konsekuensi lainnya adalah apabila pemikiran ini dapat diterima 
yakni saksi dalam surah al-Baqarah ayat 282 juga termasuk rukun sebagaimana dalam 
hadis nabi, maka syarat-syarat saksi pun berlaku, termasuk pula mesti sebagai orang 
muslim. Lain halnya apabila daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, 
tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu.  
  
  
 Para pakar hukum Islam tampaknya hanya menyepakati bahwa kesaksian laki-
laki dan perempuan mesti menyesuaikan dengan hukum asalanya yakni al-Qur‟an dan 
hadis karena kedudukannya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam 
(fiqh). 
 Agar kesaksian diterima, Islam melalui ijtihad para pakar hukum Islam 
menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi 
yaitu beragama Islam, termasuk saksi yang adil, baligh, berakal, dapat berbicara atau 
apabila saksi seorang yang bisu setidaknya saksi mesti dapat mnuliskan 
kesaksiannya, ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih 
dapat menerangkannya ketika diminta keterangan, seorang saksi tidak berperkara atau 
tidak sedang diduga teribat kasus baik kasus hukum ataupun kasus etik. 
 Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis 
kelamin laki-laki. Namun apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-
laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan 
tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi 
saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya dilakukan laki-laki dan jarang atau 
kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga 
apabila salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat 
mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.
108
 
 Ketentuan perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya 
dalam kesaksian yang tidak hanya berbeda dari segi jumlah berdasarkan jenis 
kelamin, tetapi membedakan pula kasus-kasus yang dapat disaksikan oleh 
perempuan. Akibatnya dengan perbedaan dapat menimbulkan pemahaman bahwa 
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keberadaan hukum Islam termasuk pula di dalamnya Al-Qur‟an dan Hadis 
memberikan ruang yang sempit kepada perempuan untuk berperan. 
 Mesti harus dipahami ketentuan hukum yang membedakan antara status 
kesaksian laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan bentuk penindasan terhadap 
perempuan. Kebiasaan yang sangat melekat dan diwariskan sejak pra Islam sampai 
pada zaman para pakar hukum Islam bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di 
dalam urusan di luar rumah seperti berdagang, mengadakan kontrak kerja atau 
perjanjian-perjanjian bisnis lainnya. Perempuan pada waktu itu lebih disibukkan 
dengan pekerjaan lain khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan rumah baik untuk 
melayani suami ataupun anak, termasuk pula mengatur ekonomi rumah tangga agar 
sesuai dengan penghasilan suami.  
 Oleh karena itu apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, maka 
karena jarangnya menangani perkara di luar keahliannya atau karena jarangnya 
mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk kesaksian 
dikhwatirkan ada di antara yang sudah lupa atau sulit dan tidak dapat mengingat 
kembali sehingga diperlukan adanya perempuan lain yang diharapkan dapat 
membantunya mengingat kembali sebagai hal yang pernah disaksikan mereka atau 
yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu persidangan. 
 Berbeda halnya dengan urusan rumah tangga, kemampuan perempuan tentu 
lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya kemampuan laki-laki tentu lebih 
kuat dibanding perempuan dalam urusan aktivitas di luar rumah seperti dalam dunias 
bisnis dan termasuk di dalamnya terkait dengan utang piutang bahkan dalam menjadi 
saksi dalam suatu kejadian. Berdasarkan besar kecilnya perhatian itu ditetapkanlah 
  
  
ketentuan bahwa saksi adalah dua orang laki-laki tetapi apabila bukan dari dua orang 
laki-laki diperbolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. 
 Ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang bersumber dari 
firman Allah QS al-Baqarah/2: 282 sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuan 
intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak pula menganggap kemampuan kaum 
perempuan dalam mengingat atau menghapal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi 
semata-mata karena adanya perbedaan peran dan tugas masing-masing sehingga ada 
yang lebih ahli dalam satu bidang dan lemah di bidang lainnya. 
 Pesan dari ayat juga berbicara tentang hendaknya orang yang diminta 
kesaksiannya tidak merasa enggan memberikan keterangan, kendati menjadi saksi 
terkadang merepotkan. Begitu juga agar memperkuat adanya suatu transaksi, bukti 
dokumentasi melalui pencatatan pun harus ada walaupun nominasi tranksansi yang 
dilakukan sangat kecil. Allah mengatur adanya pencatatan dan saksi ini tidak lain 
agar tidak terjadinya keraguan yang cenderung dapat menimbulkan perselisian dan 
persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai orang muslim tidak layak 
apabila sulit menyulitkan. Orang-orang yang tidak memperhatikan perintah Allah ini 
atau bahkan tidak memandang penting tentang pencatatan dan persaksian dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan fasik. 
Selanjutnya dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 
283: 




…..dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan siapapin 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya….109 
Ayat tersebut mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan 
untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika 
terjadinya suatu permasalahan semntara pihak yang berperkara sangat membutuhkan 
kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan 
kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-
lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang merugikan.
110
 
Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 
kedudukan saksi baik laki-laki atau perempuan dalam suatu akad atau transaksi 
adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan al-
Qur‟an yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkat dengan sebuah akad 
atau transaksi untuk menghadirkan saksi.
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Kesaksian sebagai salah satu bentuk tolong menolong sebagaimana firman 
Allah QS al-Māidah/5: 2 khususnya dalam menegakkan kebenaran dan ditambah 
dengan kesadaran yang tinggi bahwa kesaksian asalkan untuk kebenaran dan 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan di Indonesia 
dinilai sama dengan kesaksian laki-laki selama saksi tersebut berjumlah dua 
orang selama saksi tersebut memenuhi syarat saksi, dipercaya dan 
meyakinkan hakim. Persamaan nilai kesaksian dibuktikan melalui dasar 
hukum dari hukum acara perdata Herzine Inlandsch Reglement (HIR), 
Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg) atau dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang 
mengatur tentang pembedaan kesaksian laki-laki dan perempuan. 
2. Kedudukan saksi perempuan dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan 
kedudukan saksi perempuan yang kedudukannya dinilai dua perempuan 
sebanding dengan kedudukanya satu orang saksi laki-laki. Perbedaan 
kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam kesaksian yang tidak 
hanya berbeda dari segi jumlah berdasarkan jenis kelamin, tetapi 
membedakan pula kasus-kasus yang dapat disaksikan oleh perempuan. 
Ketentuan hukum yang membedakan antara status kesaksian laki-laki dan 
perempuan yakni kebiasaan yang sangat melekat dan diwariskan sejak pra 
Islam sampai pada zaman para pakar hukum Islam bahwa kaum perempuan 





B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Dalam sistem peradilan di Indonesia seharusnya memperhatikan dalam proses 
kesaksian di muka pengadilan sebab psikologis sangat mempengaruhi 
keterangan kesaksian.   
2. Kesaksian perempuan sebaiknya kedudukannya berbeda dengan kesaksian 
laki-laki yakni 1 orang laki laki berbanding 2 orang perempuan sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam karena pada dasarnya sifat atau karakakter perempuan 
yang walaupun perempuan pada zaman sekarang sudah dapat menyamai 
hakikat laki laki mulai dari mencari nafkah bahkan dalam bidang politik tapi 
perempuan mempuyai kecenderungan mudah tertekan, merasa belas kasihan, 
bahkan menutup mata ketika melihat kejadian maka diperlukan 1 orang 
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